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Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Mengetahui bagaimana 
implementasi kebijakan pendidikan di SMP Negeri I Polokarto tahun ajaran 2008/2009, 
(2) Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan 
gratis di SMP Negeri I Polokarto tahun ajaran 2008/2009, (3) Mengetahui upaya yang 
dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 
Sumber data yang digunakan terdiri dari informan, lokasi penelitian, arsip dan dokumen. 
Teknik sampling yang digunakan adalah snow ball sampling, dimana sampel yang 
diambil tidak ditekankan pada banyaknya sampel melainkan ditekankan pada 
pemahaman sampel terhadap permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto sudah dapat berjalan 
dengan baik. Warga sekolah terutama siswa dan orang tua siswa  sudah dapat menikmati 
manfaat kebijakan pendidikan gratis karena sangat membantu meringankan beban orang 
tua dalam membiayai pendidikan anaknya. Meskipun demikian, masih ada beberapa 
kendala yang harus diselesaikan dan segera diatasi agar pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis itu dapat berjalan secara optimal. (2). Kendala-kendala yang dihadapi 
dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto yaitu k 
erumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana, keterlambatan pencairan 
dana, penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler  dan 
anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis 
sepenuhnya. (3). Upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala dalam 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto yaitu mengatasi 
masalah kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana dengan 
mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan kejelasan 
sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan pencairan 
dana yang tidak tepat di cari jalan keluar dengan cara mencari dana talangan yaitu 
mencari pinjaman terlebih dahulu, mengenai masalah penurunan pelayanan pendidikan 
khususnya kegiatan ekstrakurikuler, SMP Negeri I Polokarto mengandalkan dana SSN 
atau dan mengajukan proposal bantuan dana kepada pemerintah, adanya pandangan yang 
keliru tentang kebijakan pendidikan gratis yaitu gratis secara penuhy yaitu dengan 
memberikan penjelasan atau sosialisasi tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
kepada masyarakat atau orang tua murid sesuai dengan aturan-aturan dalam buku 
pedoman sehingga mereka paham dan mengerti. 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di 
hampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat 
dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut 
juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat Akibat 
dari globalisasi itu sendiri semakin terbukanya persaingan antar negara-negara di dunia. 
Kehidupan ekonomi dan sosial masa depan tidak ditentukan sepenuhnya oleh tersedianya 
sumber alam maupun jumlah penduduk yang besar, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas 
penduduknya yang dapat menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan 
taraf hidupnya. Bangsa yang tidak menguasai dan memanfaatkan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi akan tergilas dan terseret oleh masyarakat teknokratis. 
Masyarakat teknokratis atau masyarakat industri masa depan adalah masyarakat yang 
dapat menguasai dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam 
menata dan mengembangkan masyarakat. Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan 
ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu proses pendidikan. Adanya usaha 
perbaikan pada bidang pendidikan merupakan salah satu wujud pembangunan di 
Indonesia.  
Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 
manusia yang berkualitas dan pembangunan sektor ekonomi, dimana satu dengan yang 
lain saling berkaitan dan berlangsung dengan serentak. Pendidikan Nasional Indonesia 
pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara fisik 
maupun intelektual, sehingga mampu mengembangkan diri serta lingkungan dalam 
rangka pembangunan nasional. Manusia yang berkualitas telah terkandung jelas dalam 
Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang termaktub dalam UU RI No. 20 tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 (2003:7) yang berbunyi: 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 
serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 1 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.  
 
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, bahkan masih banyak 
kegagalan dalam dalam implementasinya di lapangan. Kegagalan demi kegagalan antara 
lain disebabkan oleh manajemen yang kurang tepat, penempatan tenaga pendidikan tidak 
sesuai dengan bidang keahliannya, dan penanganan masalah bukan oleh ahlinya, 
sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 
peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan. 
Upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi tantangan tersendiri 
bagi dunia pendidikan.  
Mengingat hal tersebut, maka pendidikan mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk meneruskan kehidupan 
berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Peranan pendidikan diantaranya 
adalah mempersiapkan siswa agar memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk 
disumbangkan bagi kesejahteraan umum sebagai warga negara yang aktif. Kebijakan 
pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar 9 tahun) merupakan 
upaya pemerintah dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional, dan program tersebut 
menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap pendidikan. Era tehnologi dan 
komunikasi yang semakin berkembang pesat di saat ini, menuntut lembaga pendidikan 
bertanggung jawab dalam mempersiapkan sisiwa untuk menghadapi dunia luar yang 
penuh dengan persaingan dan tantangan.  
Fenomena yang ada seiring dengan perkembangan tehnologi dan komunikasi 
tersebut, masalah pendidikan masih banyak hal yang perlu diselesaikan. Masalah-
masalah tersebut diantaranya meliputi pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan serta 
efektifitas dan efisiensi pendidikan yang akan bermuara pada masalah pendidikan. 
Masalah pemerataan pendidikan mengarah kepada kebijakan pendanaan atau pembiayaan 
yang dikeluarkan untuk semua kebutuhan dalam proses belajar mengajar, misalnya 
pemberian beasiswa langsung kepada siswa yang tidak mampu dan siswa yang 
berprestasi, pemberian subsidi bagi sekolah untuk membiayai siswa dari keluarga tidak 
mampu. Sedangkan masalah efektifitas dan efisiensi pendidikan menyangkut keampuhan 
pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan berkenaan dengan seberapa sumber-sumber 
potensial pendidikan baik yang bersifat manusiawi maupun non manusiawi yang sangat 
terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya. Masalah-masalah pendidikan tersebut 
hendaklah segera dipecahkan sebagai konsekuensi pemerintah dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan dan keberhasilan dari tujuan pendidikan. 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan tempat berlangsungya 
proses belajar mengajar antara guru dengan siswa yang melibatkan berbagai unsur yang 
saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut antara lain guru, siswa, lingkungan, bahan ajar, 
evaluasi serta media belajar. Kegiatan belajar mengajar sendiri dilakukan dengan sasaran 
agar hasil proses pendidikan tersebut dapat bermanfaat bagi siswa itu sendiri, masyarakat, 
bangsa dan negara. Keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, antara lain faktor yang bersifat internal dan eksternal. Salah satu faktor 
yang bersifat eksternal adalah faktor lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat 
maupun sekolah yang dapat berupa lingkungan fisik dan non fisik. Lingkungan fisik 
berupa gedung sekolahan, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain-lain. 
Sedangkan lingkungan non fisik bisa berupa suasana belajar, kondisi fisiologis, 
pergaulan, dan lain-lain,. Hal inilah yang membuat sekolah harus menyediakan kondisi 
yang sedemikian rupa demi terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif dan 
efisien. Kondisi yang dimaksud adalah tersedianya sarana, alat, media serta lingkungan 
yang tepat dalam membantu kelancaran serta kemudahan bagi guru untuk menyampaikan 
materi pada siswa sehingga siswa dapat mentransfer materi tersebut dengan mudah. 
Pencanangan wajar 9 tahun saat ini mengalami berbagai hambatan. Fenomena 
yang ada, masih banyak anak-anak bangsa yang masih berusia sekolah tidak dapat 
mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. 
Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia saat ini sebagian besar berada pada golongan 
ekonomi menengah ke bawah. Seperti pepatah jawa mengatakan ”Jer Basuki Mawa Bea”, 
yang dalam hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan membutuhkan biaya untuk 
mencapai keberhasilan pendidikan.  
Perhatian pemerintah terhadap pendidikan tidak cukup hanya dengan 
pencanangan wajar 9 tahun saja, karena pendidikan merupakan tanggung jawab 
pemerintah, masyarakat dan lembaga pendidikan. Pembangunan pendidikan dalam waktu 
kurun waktu 2004-2009 meliputi peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan yang 
lebih berkualitas melaluai peningkatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebut, 
dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini 
kurang menjangkau layanan pendidikan seperti masyarakat miskin. Sampai dengan tahun 
2003 masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan 
sebagaimana yang diharapkan. Keadaan tersebut tentu harus terus di perbaiki sebagai 
bentuk dari pemenuhan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan 
sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 
Salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan dari masyarakat adalah 
tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung 
seperti iuran sekolah, buku, seragam, alat tulis dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak 
langsung seperti biaya transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Undang-
undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 
”Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”. 
Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut, maka pemerintah wajib memberikan 
layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan 
SMPMTs serta satuan pendidikan yang sederajat.  
Sejak tahun 2005, seluruh anak sekolah di Indonesia memperoleh dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sebagai dampak dari pengurangan 
subsidi BBM pada tahun 2005 dan sehubungan dengan penuntasan wajar 9 tahun yang 
kemudian pemerintah memprogramkan pemberian kompensasi di bidang pendidikan 
yaitu BOS tersebut. Oleh karena itu,  untuk anak-anak SD sudah bisa dikatakan langsung 
gratis karena dana dari BOS sudah mencukupi. Sehingga sejak tahun 2005 sudah tidak 
lagi ditarik iuran sekolah, baik SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) maupun BP3 
(Badan Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan) yang dikelola oleh Komite Sekolah. 
Sekarang tinggal nasib anak-anak SMP dan SMA. Ternyata walaupun sudah dikurangi 
oleh dana BOS, biaya untuk menggratiskan mereka hanya Rp 39.5 miliar. Itu di lihat dari 
indeks kebutuhan siswa dikalikan setahun untuk seluruh anak. Jadi, bagi peserta didik 
tingkat SMP dan SMA masih perlu adanya bantuan keuangan lagi di bidang pendidikan 
tersebut di samping dana BOS agar pendidikan mereka berjalan dengan lancar. 
Salah satu usaha untuk melaksanakan perbaikan dalam bidang pendidikan 
tersebut adalah dengan pelaksanaan kebijakan sekolah gratis oleh pemerintah kabupaten 
berdasarkan otonomi daerah yang berlaku saat ini. Pencanangan program tersebut patut 
diacungi jempol. Karena kendati penuh dengan sorotan tajam, namun ini merupakan 
langkah berani di tengah sulitnya biaya pendidikan diberbagai daerah. Usaha Pemerintah 
kabupaten setempat dalam melaksanakan program ini adalah menggratiskan biaya 
pendidikan bagi seluruh siswa dari jenjang dasar sampai menengah. Menyediakan 
pendidikan murah dan mudah bagi rakyat yang berarti pendidikan harus diselenggarakan 
untuk rakyat yang harus mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat. 
Salah satu kabupaten yang telah berhasil melaksanakan kebijakan  tersebut 
adalah Kabupaten Sukoharjo. Program ini sudah dimulai di Kabupaten Sukoharjo sejak 
awal 2007 yang di umumkan oleh Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, SH., Nomor 
912/449.a/2007 tanggal 5 Januari 2007 yang berisi tentang ”Pemberian biaya operasional 
sekolah kepada SD Negeri, SMA dan SMK Negeri di jajaran Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo”. Kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan mampu meningkatkan 
intelektual masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan program wajib 
belajar sembilan tahun. Setidaknya ada dua dasar kuat yang melatarbelakangi program 
ini, yakni komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 
serta UU No 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 yang berbunyi 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal 
pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya”, dan dalam ayat 3 menyebutkan 
bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh 
lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, latar 
belakang lain yang turut memperkuat gagasan ini yakni adanya fakta bahwa masih 
banyak anak usia sekolah terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat 
mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran 
permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan. 
Salah satu indikator penuntasan program wajar 9 tahun diukur dengan Angka 
Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP. Pada tahun 2008 APK SMP telah mencapai 96,18 
%, sehingga dapat dikatakan bahwa program wajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan 
waktu yang telah ditargetkan. Program BOS yang dimulai sejak Juli 2005 telah berperan 
sangat besar dalam percepatan pencapaian wajar 9 tahun tersebut dan pada tahun 2009 ini 
pemerintah menaikkan biaya satuan BOS secara signifikan yang akan menjadi pilar untuk 
wilayah Indonesia. mewujudkan pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar secara 
nasional seluruh wilayah Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah 
dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan.  
Sekolah Menengah Pertama I Polokarto merupakan salah satu sekolah negeri 
yang menerima dan melaksanakan pendidikan gratis ini karena termasuk di sekolah yang 
berada wilayah pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan sejak tahun 2007 
dan kemudian dilanjutkan program dari pemerintah yaitu pendidikan gratis secara 
nasional. Pendidikan dasar tingkat SD dan SMP merupakan jenjang pendidikan dasar 
yang melandasi pendidikan berikutnya untuk itu tingkat pendidikan dasar SD dan SMP 
layak untuk mendapat perhatian yang besar Pemanfaatan dana yang diperoleh dari 
kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan intelektual masyarakat dan memenuhi 
hak pendidikan serta mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.  
Pemberian dana ini berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan pendidikan di 
SMP Negeri I Polokarto, namun pelaksanaannya masih mengalami beberapa masalah. 
Masalah tersebut salah satunya adalah ketidakpastian waktu penyaluran dana yang 
dilakukan setiap tiga bulan sekali. Jadi, sekolah harus mencari dana talangan terlebih 
dahulu untuk membayar keperluan-keperluan yang berkaitan sebelum dana dari dari 
pemerintah daerah maupun provinsi tersebut keluar. Hal ini mengakibatkan dana yang 
seharusnya diterima dan dialokasikan untuk biaya operasional sekoah harus mengalami 
penundaan apabila sekolah tidak mampu mencari dana talangan. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
mengenai pelaksanaan program sekolah gratis dengan judul : “Implementasi Kebijakan 
Pendidikan Gratis Di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo Tahun Ajaran 2008/2009”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan pernyataan mengenai permasalahan apa saja 
yang akan diteliti untuk mendapatkan jawabannya. Berdasarkan latar belakang masalah 
tersebut di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah yang akan dikaji sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto, 
Sukoharjo tahun ajaran 2008/2009? 
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo? 
3. Sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo tahun ajaran 
2008/2009 dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun? 
 
 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian yang penulis laksanakan untuk mencari, mengumpulkan, dan 
memperoleh data yang dapat memberikan informasi dan gambaran pelaksanaan program 
pendidikan gratis. Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP 
Negeri I Polokarto, Sukoharjo. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo. 
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo tahun 
ajaran 2008/2009 dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang 
akurat, rinci, dan faktual, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti 
sendiri dan orang lain. Manfaat penelitian ini dapat dilihat dari sudut aplikasi dalam 
konteks kehidupan manusia yaitu: 
1. Manfaat Teoretis 
a. Menambah khasanah ilmu serta cakrawala pandang bagi perkembangan pendidikan, 
bahwa pendidikan mempunyai peranan yang sangat besar dalam meningkatkan 
kelancaran proses belajar mengajar. 
b. Sebagai salah satu sumber bagi penelitian selanjutnya, serta bermanfaat bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan. 
 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Sekolah 
Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usahanya untuk 
meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan 
gratis dan pemanfaatan kenaikan biaya satuan BOS yang signifikan. 
b. Bagi Siswa 
Sebagai masukan bagi siswa untuk menumbuhkan motivasi siswa terhadap 
pentingnya mengenyam bangku sekolah sebagai wujud dari pemerataan pendidikan 
bagi semua anak Indonesia. 
c. Bagi Peneliti 
Meningkatkan pemahaman dan penguasaan disiplin ilmu yang dipelajari, serta dapat 
menambah pengetahuan yang diperoleh selama kuliah terhadap permasalahan yang 
terjadi di dalam dunia pendidikan yang nyata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Tinjauan Pendidikan 
Pendidikan merupakan tanggung jawab semua komponen bangsa, karena 
kualitas masa depan manusia sangat tergantung pada faktor pendidikannya, ini berarti 
pendidikan haruslah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga dan masyarakat 
secara terpadu dengan berbagai institusi yang memang diadakan dengan sengaja untuk 
mengemban fungsi pendidikan. Keberhasilan pendidikan bukan saja dapat diketahui dari 
mutu individu warga negara, tetapi juga sangat berkaitan erat dengan mutu kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  
a. Pengertian Pendidikan 
Pendidikan merupakan fenomena manusia yang fundamental, yang juga 
mempunyai sifat konstruktif dalam hidup manusia. Pendidikan merupakan suatu 
aspek yang mendasar dalam usaha mempersiapkan sumber daya manusia dalam 
menghadapi proses dan dinamika kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan 
bernegara di tengah-tengah pluralitas. Menurut John Dewey dalam Hasbullah (2005: 
2), ”Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental 
secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia”. Sedangkan Redja 
Mudyahardjo (2001: 59) mendefinisikan, ”Pendidikan sebagai kegiatan bimbingan, 
pengajaran dan/ atau latihan yang berlangsung seumur hidup untuk mempersiapkan 
peserta didik memainkan peranannya yang tepat dan konstruktif dalam berbagai 
lingkungan hidupnya dimasa yang akan datang”. Menurut Azyumardi (2002: IX), 
”Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi 
mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara 
efektif dan efisien”.  
Imam Barnadib (2002: 24) mengungkapkan bahwa ”Pendidikan sebagai 
usaha manusia yang disengaja untuk memimpin angkatan muda mencapai 
kedewasaan, meningkatkan taraf kesejahteraannya, berada dalam suatu lingkungan 
kebudayaan dan karenanya tidak dapat terlepas dari persoalan-persoalan eksistensi 
diatas”. Pendidikan dilakukan oleh orang dewasa dengan pengaruhnya meningkatnya 
kedewasaan anak. Menurut UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Bab I Pasal I, menyatakan;  
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 
usaha yang dilakukan oleh peserta didik secara sadar dan terencana untuk 
meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta 
tata laku dalam usaha mengembangkan potensi didiknya sehingga tercapai tingkat 
kedewasaan yaitu dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan mempersiapkan 
dirinya untuk menjalankan kehidupan di masa mendatang serta meningkatkan taraf 
kesejahteraannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan memenuhi tujuan hidup 
secara efektif dan efisien.  Proses menunjukkan adanya aktifitas dalam bentuk 
tindakan aktif, oleh sebab itu pendidikan merupakan suatu perbuatan atau tindakan 
sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu pemanusiaan 
manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin dan berakhlak mulia. 
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Pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga jenjang menurut tingkatannya, 
dimana dalam setiap jenjang mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Ketiga jenjang 
pendidikan tersebut adalah : 
1) Pendidikan Dasar 
Menekankan penguasaan kemampuan umum yang diperlukan untuk hidup 
bermasyarakat dan bernegara. Ateri pendidikan dasar mengutamakan pembekaan 
keampuan yang fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang sosia, budaya, 
ekonomi dengan berbasis pada nilai-nilai moral. 
2) Pendidikan Menengah 
Pendidikan menengah dibedakan menjadi pendidikan menengah umum dan 
pendidikan menengah kejuruan. Tujuan utama pendidikan menengah umum adalah 
melanjutkan ke perguruan tinggi, sedangkan tujuan utama pendidikan menengah 
kejuruan adalah mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. 
3) Pendidikan Tinggi 
Pendidikan tinggi menekankan pada peningkatan mutu dan relevansi, baik 
untuk program-program yang bersifat akademik maupun keahlian (profesional). 
Pendidikan dalam era global dapat dilihat pemerintahan komunisme dan 
maraknya demokrasi. Gelombang globalisasi membawa masalah-masalah baru dalam 
proses pendidikan antara lain di satu pihak pemerintah menganggap pendidikan 
sebagai salah satu tulang punggung utama dari perkembangan masyarakat, di lain 
pihak campur tangan pemerintah terhadap pendidikan nasional semakin berkurang. 
Berbagai kebijakan pendidikan yang bernuansa internasional mulai lahir seperti 
sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah bertaraf internasional, pelatihan-
pelatihan internasional dan dan berbagai bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan . 
misalnya, delapan tujuan dari perkembangan dunia (Milenium Development) menurut 
PBB yang di kutip dari H.A.R. Tilaar (2008: 304), yaitu : 
1) Penghapusan kemiskinan 
2) Pendidikan untuk semua  
3) Persamaan gender 
4) Perlawananterhadap penyakit HIV/AIDS, malaria, dan sebagainya. 
5) Penurunan angka kematian anak 
6) Peningkatan kesehatan ibu 
7) Pelestarian lingkungan hidup 
8) Kerjasama global 
Dilihat dari tujuan pembangunan milenium mengenai pendidikan untuk 
semua, yang dimaksud adalah komitmen pemerintah untuk menuntaskan wajib 
belajar pendidikan dasar untuk semua. Namun bagi negara-negara berkembang yang 
terbatas kemapuan finansialnya untuk memberikan pendidikan yang bebas dan 
berkualitas, hal ini amat rumit padahal pada pihak lain mereka dituntut untuk 
memasuki arena persaingan dalam memberikan pendidikan yang bermutu. 
 
b. Tujuan Pendidikan  
Pendidikan sebagai suatu bentuk kegiatan manusia dalam kehidupannya juga 
menempatkan tujuan sebagai sesuatu yang hendak dicapai. Menurut Soekidjo 
Notoadmodjo (2003: 42), ”Tujuan pendidikan adalah rumusan pada tingkah laku 
yang lazimnya dirumuskan dalam kategori pengetahuan, kecerdasan, sikap, 
ketrampilan yang diharapkan untuk dimiliki oleh sasaran pendidikan setelah 
menyelesaikan program pendidikan”.  
Tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh sistem 
pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 menyebutkan tentang fungsi dan 
tujuan pendidikan nasional sebagai berikut: 
Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Secara hierarki, tujuan pendidikan dapat dibedakan menjadi bermacam-
macam, yaitu: 
1) Tujuan Nasional 
Merupakan tujuan umum pendidikan nasional yang didalamnya terkandung 
rumusan kualifikasi umum yang diharapkan dimiliki oleh setiap warga negara 
setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. 
Biasanya terdapat dalam undang-undang atau ketentuan resmi tentang pendidikan. 
2) Tujuan Institusional 
Merupakan tujuan lembaga pendidikan sebagai pengkhususan dari tujuan umum, 
yang berisi kualifikasi yang diharakan diperoleh anak setelah menyelesaikan 
studinya di lembaga pendidikan tertentu. 
3) Tujuan Kurikuler 
Merupakan penjabaran dari tujuan institsionsl, yang berisi kualifikasi yang 
diharapkan dimiliki oleh peserta didik setelah mengikuti program pengajaran 
dalam suatu bidang tertentu. 
4) Tujuan Instruksional 
Merupakan pengkhususan dari tujuan kurikuler, dan dibedakan menjadi Tujuan 
Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK).  
 
c. Komponen Pendidikan 
Pendidikan merupakan suatu sistem, terdiri dari komponen-komponen yang 
saling terkait dan secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 
komponen pendidikan tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Tujuan Pendidikan 
Tujuan merupakan arah atau sasaran yang hendaknya diperuntukkan dalam proses 
pembelajaran. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan dapat diukur 
dari seberapa jauh dan banyak pencapaian tujuan pendidikan. 
2) Kurikulum 
Suatu rencana yang sengaja dirancang untuk mencapai sejumlah tujuan 
pendidikan, atau suatu program yang direncanakan untuk mencapai sejumlah 
tujuan pendidikan tertentu. Melalui program yang direncanakan itu, siswa 
melakukan kegiatan belajar sehingga mendorong perkembangan atau 
pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditentukan. 
3) Bahan ajar 
Bahan ajar merupakan isi dari pembelajaran dimana isi tersebut harus berorientasi 
pada tujuan pendidikan yang akan dicapai. 
4) Alat bantu atau media pendidikan 
Alat yang digunakan oleh peserta didik untuk membantu kelancaran proses 
belajar mengajar dalam mencapai tujuan pendidikan. Alat pelajaran mencakup 
semua benda yang diperlukan untuk memberi pengalaman, pengetahuan dan 
pengertian pada peserta didik. 
5) Guru atau pendidik 
Orang dewasa yang memberikan bimbingan pada anak yang belum dewasa untuk 
mengembangkan potensi pada diri anak dalam mencapai manusia yang 
berkualitas. 
6) Peserta didik 
Masarakat yang belum dewasa dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui 
proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan 
tertentu. 
7) Metode dan proses pendidikan 
Metode atau proses pendidikan menunjukkan bagaimana siswa memperoleh 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan. 
8) Lingkungan yang mendukung  
Tempat dimana peserta didik melaksanakan proses belajar. Lingkungan terdiri 
dari lingkungan sekolah, eluarga dan masyarakat. 
9) Sumber pendidikan  
Segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan proses 
pendidikan. 
10) Evaluasi 
Ealuasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional 
sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
 
d. Pembelajaran  
Pembelajaran adalah sesuatu yang dilakukan oleh siswa, bukan dibuat untuk 
siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya pendidik untuk membantu 
peserta didik melakukan kegiatan belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya 
efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. 
Teori Vygotsky dalam Isjoni (2007: 39) mengemukakan ”Pembelajaran 
merupakan suatu perkembangan pengertian”. Ia membedakan adanya dua pengertian 
yang spontan dan yang ilmiah. Pengertian yang spontan adalah pengertian yang 
didapatkan dari pengalaman anak sehari-hari. Pengertian ilmiah adalah pengertian 
yang didapat dari ruangan kelas, atau yang diperoleh dan pelajaran di sekolah.  
Sedangkan menurut Muhammad Surya dalam Isjoni (2007: 49) mengemukakan 
bahwa ”Pembelajaran merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan individu 
untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru secara keseluruhan, sebagai 
hasil dan pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 
Selanjutnya Gagne dalam Isjoni, (2007: 50), menyebutkan bahwa ”Dalam proses 
pembelajaran siswa berada dalam posisi proses mental yang aktif, dan guru berfungsi 
mengkondisikan terjadinya pembelajaran”. 
Pendidikan menurut UNESCO, meliputi empat pilar, yaitu: "learning to 
know, learning to do, learning to be", dan "learning to live together". Pendidikan 
pada hakekatnya merupakan usaha untuk mencari agar mengetahui informasi yang 
dibutuhkan dan berguna bagi kehidupan. Belajar untuk mengetahui (learning to 
know) dalam prosesnya tidak sekedar mengetahui apa yang bermakna tetapi juga 
sekaligus mengetahui apa yang tidak bermanfaat bagi kehidupan.  
Pendidikan juga merupakan proses belajar untuk bisa melakukan sesuatu 
(learning to do). Proses belajar menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif, 
peningkatan kompetensi, serta pemilihan dan penerimaan secara sadar terhadap nilai, 
sikap, penghargaan, perasaan, serta kemauan untuk berbuat atau merespon suatu 
stimulus. Pendidikan membekali manusia tidak sekedar untuk mengetahui, tetapi 
lebih jauh untuk terampil berbuat atau mengerjakan sesuatu sehingga menghasilkan 
sesuatu yang bermakna bagi kehidupan. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan 
merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri (learning to be). Menjadi diri 
sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar 
berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, belajar 
menjadi orang yang berhasil, sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi 
diri.  
Dengan kemampuan yang dimiliki, sebagai hasil dari proses pendidikan, 
dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana 
individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan 
perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar 
merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat (learning to live together). 
Dalam upaya memenuhi empat pilar pendidikan tersebut di atas, pendidikan tidak 
dapat dibiarkan berjalan secara apa adanya. Pendidikan secara kelembagaan harus 
dikelola secara cerdas dan profesional. Proses perencanaan, pengorganisasian, 
kepemimpinan, dan pengawasan dalam pendidikan harus dilakukan secara sistemik 
dan sistematis serta diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yaitu 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
Pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut tidak dapat diserahkan hanya kepada 
pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh komponen bangsa termasuk 
kalangan akademisi atau perguruan tinggi. 
 Menurut Wiji Suwarno (2006: 76) enam pilar pendidikan yang 
direkomendasikan UNESCO yang dapat digunakan sebagai prinsip pembelajaran 
yang bisa diterapkan di dunia pendidikan adalah learning to know (belajar untuk 
mengetahui), learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu), learning to be 
(belajar untuk menjadi seseorang), learning to live together (belajar untuk hidup 
bersama), learning how to learn (belajar bagaimana belajar), dan learning throughout 
life (belajar dengan perubahan hidup). 
 
2. Tinjauan Biaya Pendidikan  
Pendidikan sebagai suatu lembaga tidak langsung menghasilkan produk 
tetapi terjadi melalui usaha pemberian jasa baik oleh tenaga pengajar, administrasi 
maupun pengelola. Lulusan pendidikan bukan barang yang dapat dikonsumsi 
bersamaan dengan waktu yang dihasilkan, bukan sesuatu yang berwujud. Output 
pendidikan dapat berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan akhlak yang 
dikehendaki dalam proses pendidikan yang dilakukan. Untuk menjamin terjadinya 
proses pendidikan diperlukan dukungan dari berbagai unsur seperti manusia, material, 
waktu, teknologi dan dari setiap proses pendidikan diharapkan menghasilkan sumber 
daya manusia yang memiliki pengetahuan, ketrampilan, sikap mandiri, percaya diri, 
memiliki pandangan jauh ke depan, gemar belajar, beriman dan berakhlak mulia.  
Sumber-sumber untuk mendukung proses pendidikan dapat dibagi menjadi 
beberapa golongan, antara lain: 
a. Warga belajar seperti murid, siswa. 
b. Sumber belajar seperti guru, tutor, kepala sekolah, staf ketatausahaan. 
c. Pamong belajar seperti pemilik, pengurus 
d. Tempat belajar seperti kelas, kantor, tempat bermain. 
e. Sarana belajar seperti meja, kursi, buku, buku bacaan, alat laboratorium, 
papan tulis, alat tulis. 
f. Ragi belajar seperti metode, dorongan, rangsangan dan harapan. 
g. Program seperti kurikulum, jadwal belajar. 
h. Kelompok belajar seperti kelas, tingkat 
i. Dana belajar atau sering dinamakan biaya pendidikan  (H.M. Zainuddin, 
2008: 126). 
Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan pengeluaran uang yang 
dilakukan oleh lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan sekolah. Lembaga 
pendidikan, dinas pendidikan, dan lembaga sekolah boleh saja mengeluarkan uang 
melebihi kebutuhan yang seharusnya untuk menyelenggarakan pembelajaran. Bahkan 
kondisi tersebutlah yang terjadi pada berbagai dinas pendidikan, lembaga pendidikan, 
dan sekolah yang ada di tanah air.  
Menurut Harsono (2007: 9), ”Biaya pendidikan adalah pengeluaran yang 
memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan”. Pengeluaran yang 
tidak memiliki kaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan dapat disebut 
sebagai pemborosan atau pengeluaran yang semestinya dapat dicegah. Lembaga 
pendidikan yang boros apabila mengeluarkan dana operasional melebihi dana yang 
seharusnya diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan pada unit kerjanya. 
Menurut Supriadi (2004: 3), ”Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen 
masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan pendidikan (di sekolah)”. Sedangkan H.M.Zainuddin (2008: 127) 
menjelaskan, ”Biaya pendidikan adalah nilai ekonomi (dalam bentuk uang) dari input 
atau sumber-sumber yang digunakan untuk menghasilkan program pendidikan tingkat 
tertentu”. 
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 
pendidikan adalah segala pengeluaran ekonomi (dalam bentuk uang) yang berasal 
dari input atau sumber-sumber tertentu, dalam hal ini pemerintah baik pemerintah 
pusat maupun daerah yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan di 
sekolah. Misalnya, iuran siswa seperti SPP, sumbangan pembangunan gedung, dan 
lain-lain sangat jelas merupakan biaya. Bagaimana biaya-biaya itu direncanakan, 
diperoleh, dialokasikan, dan dikelola merupakan persoalan pembiayaan atau 
pendanaan pendidikan (educational finance). 
Dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan, biaya pendidikan mempunyai 
peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat 
mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya proses 
pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Menurut sumbernya, biaya 
pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 jenis, yaitu Harsono (2007: 9) : 
a. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
b. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali murid 
c. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau wali 
murid, misalnya sponsor dari lembaga keuangan atau sponsor 
d. Lembaga pendidikan itu sendiri. 
 
Biaya pendidikan pada tingkat makro (nasional) berasal dari : (a) pendapatan 
negara dari sektor pajak (yang beragam jenisnya), (b) pendapatan dari sektor non-
pajak, misalnya dari peanfaatan sumber daya alam dan produksi nasional lainnya 
yang lazim dikategorikan ke dalam ”gas” dan ”non-migas”, (c) usaha-usaha negara 
lainnya termasuk dari investasi saham pada perusahaan negara (BUMN), (d) bantuan 
dalam bentuk hibah (grant) dan pinjaman luar negeri (loan) baik dari lembaga-
lembaga keuangan internasional maupun pemerintah, baik melalui hubungan 
multilaterai maupun bilateral. Alokasi dana untuk setiap sektor pembangunan 
termasuk pendidikan , dituangkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (RAPBN). 
Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, anggaran untuk sektor 
pendidikan sebagian besar berasal dari dana yang diturunkan dari pemerintah pusat 
ditambah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dituangkan dalam Rencana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Pada era sentralisasi masa lalu, 
sebagian besar (bahkan hampr semua dana pendidikan yang ada di tingkat provinsi 
atau kota berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya 
mengelola dan menyalurkannya sesuai dengan peruntukannya yang telah 
direncanakan sebelumnya. Hanya sebagian kecil (kurang dari 1%) dana pendidikan di 
daerah yang berasal dari daerah. Sedangkan pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), 
biaya pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran 
siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Sebagian besar biaya pendidikan di 
tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan pada sekolah swasta berasal 
dari para siswa atau yayasan ( H.M.Zainuddin, 2008: 94). Besar kecilnya biaya 
pendidikan, terutama pada tingkat satuan pendidikan, berhubungan dengan indikator 
mutu pendidikan, seperti angka partisipasi, angka putus sekolah dan tinggal kelas, dan 
prestasi belajar siswa.  
Di lihat dari perspektif pembiayaan pendidikan, pelaksanaan otonomi daerah 
mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen 
pembiayaan pendidikan. Diantaranya adalah semakin besarnya peranan daerah di satu 
pihak dan semakin berkurangnya pemerintah pusat dalam menentukan berbagai 
kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Kewenangan 
pemerintah pusat terbatas pada penetapan kebijakan yang bersifat makro dalam 
bentuk pengalokasian anggaran untuk sekolah-sekolah dengan mengikuti standar rata-
rata, sedangkan kebijakan-kebijakan yang bersifat mikro seperti alokasi dan distribusi 
anggaran pendidikan ke sekolah menjadi kewenangan daerah (dalam hal ini 
pemerintah kabupaten/kota) 
Mengingat kondisi sekolah-sekolah di Indonesia sangat beragam dan untuk 
memastikan tidak terjadinya keragaman yang tidak terlalu luas dalam penetapan 
kebijakan pembiayaan untuk satuan pendidikan oleh pemerintah kabupaten/kota, 
maka semakin besarnya peran pemerintah daerah justru menuntut adanya rambu-
rambu yang berlaku secara nasional yang menjadi pedoman bagi daerah dalam 
menentukan alokasi anggaran untuk satuan pendidikan, mulai tingkat SD hingga 
SMA. Oleh sebab itu, diperlukan studi untuk menetaokan standar-standar biaya 
pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 
 
3. Tinjauan Kebijakan Pendidikan 
Istilah kebijakan (policy) seringkali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan 
(wisdom). Kedua istilah tersebut mempunyai makna yang sangat jauh berbeda. 
Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Namun 
demikian, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil 
keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Suatu 
kebijaksanaan lebih menekankan kepada faktor-faktor emosional dan irasional. 
Bukan berarti bahwa suatu kebijaksanaan tidak mengandung unsur-unsur rasional. 
Barangkali faktor-faktor rasional tersebut belumtercapai pada saat itu atau merupakan 
intuisi. 
 Konsep kebijakan dan pendidikan mengandung makna yang dalam dan luas 
dan merupakan perdebatan akademik dari para pakar sehingga menimbulkan berbagai 
jenis definisi dengan berbagai kelemahan serta kelebihannya masing-masing. Konsep 
mengenai kebijakan merupakan suatu kata benda hasil dari deliberasi mengenai 
tindakan (behavior) dari seseorang atau sekelompok pakar mengenai rambu-rambu 
tindakan dari seseorang atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu 
kebijakan mempunyai makna intensional. Kebijakan mengatur tingkah laku seseorang 
atau organisasi dan kebijakan meliputi pelaksanaan serta evaluasi dari tindakan 
tersebut. Hasil evaluasi tersebut akan menentukan bobot serta validitas dari kebijakan 
tersebut.  
H.A.R Tilaar ( 2008: 140) menjelaskan bahwa ”Kebijakan pendidikan 
merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis 
pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk 
mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun 
waktu tertentu”. Aspek-apek yang tercakup di dalam kebijakan pendidikan meliputi: 
a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan deliberasi mengenai 
hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan 
kemanusiaan.  
b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis 
yaitu kesatuan antara teori dan praktk pendidikan. 
c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan 
prbadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. 
d. Keterbukaan (openness) 
e. Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. 
f. Analisis kebijakan. 
g. Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan kepada kebutuhan peserta 
didik. 
h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang 
demokratis. 
i. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam 
pencapaian tujuan-tujuan tertentu. 
j. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efisiensi. 
k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi kepada 
kebutuhan peserta didik. 
l. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuisi atau kebijaksanaan yang 
irasional. 
m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat. 
n. Kebijakan pendidikan diarahkan bagi pemenuhan kebutuhan peserta didik dan 
bukan kepuasan birokrat. (H.A.R Tilaar, 2008: 141) 
Dengan demikian, pemahaman tentang kebijakan pendidikan dapat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan pendidikan sebagai bagian dari 
kebijakan publik dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Kebijakan 
publik adalah kebijakan yang dibuat oleh negara, yaitu berkenaan dengan lembaga 
eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur 
kehidupan bersama atau kehidupan publik, dan bukan mengatur kehidupan orang 
seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada yang lembaga 
administratur publik mempunyai domain. Kemudian, dapat dikatakan sebagai 
kebijakan publik jika manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang bukan pengguna 
langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari 
pengguna langsungnya. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai bagian dari 
kebijakan publik, yaitu kebijakan publik di bidang pendidikan. 
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan pendidikan yang ditujukan 
untuk mencapai pembangunan negara-bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah 
satu bagian dari tujuan pembangunan negara bangsa secara keseluruhan.  
Penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang 
bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Salah satu pendekatan yang disarankan untuk 
dipergunakan dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan adalah 
dengan mempergunakan matriks dari Matland, dengan gambar sebagai berikut:  
      Konflik  
             rendah           tinggi 
 Kudran I : 
Implementasi secara 
Administratif 
Kudran 2: 
Implementasi secara 
Politik 
        rendah 
      Ambiguitas  
 
          tinggi 
 
Gambar 1. Matriks Matland 
Sumber : H.A.R. Tilaar (2008: 247) 
Implementasi secara administratif adalah implementasi yang dilakukan 
dalam keseharian operasi dari birokrasi pemerintahan. Mengikuti Matland, kebijakan 
dipahami mempunyai ambiguitas atau kemenduaan yang rendah dan konflik yang 
rendah. Impplementasi secara politik adalah implementasi yang perlu dipaksakan 
secara politik, karena, walaupun ambiguitasnya rendah, namun tingkat konfliknya 
tinggi. Inplementasi secara eksperimen dilakukan pada kebijakan yang mendua, 
namun tingkat konfliknya rendah. Implementasi secara simbolik dilakukan pada 
kebijaknn yang mempunyai ambiguitas tinggi dan konflik yang tinggi. 
 
4. Tinjauan Kebijakan Program Pendidikan Gratis 
a. Pengertian Kebijakan Pendidikan Gratis 
Pendidikan adalah kebutuhan. Pendidikan adalah investasi bagi masa datang. 
Kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk saat ini semakin meningkat. 
Biaya sekolah yang meningkat tidak mengurangi semangat para orang tua untuk 
memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Tidak ada pendidikan yang berkualitas 
dengan harga yang murah. Apalagi di abad ilmu pengetahuan saat ini, memiliki ilmu 
pengetahuan yang berkualitas memerlukan dana yang memadai. Sesuai dengan Hand 
Out dari Dinas Pendidikan Sukoharjo yang disampaikan oleh Drs. Wahyudi, M. Pd 
selaku Kepala Dinas Pendidikan Sukoharjo, menyatakan bahwa ”Pendidikan murah 
dan mudah bagi rakyat artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan 
mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat”. Sedangkan menurut D.R. Harsono 
(2007: 51), ”Sekolah gratis adalah sekolah dimana anak-anak dan orang tua tidak 
harus membayar biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang 
pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku”.  
Kudran 3 : 
Implementasi secara 
Eksperimental 
Kudran 4 : 
Implementasi secara 
Simbolik 
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan gratis 
adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang 
mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu 
mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang 
SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan 
tanpa dipungut biaya.  
Untuk wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo termasuk pelopor dalam 
pendidikan gratis ini sejak awal tahun 2007. Pelaksanakan pendidikan gratis ini sesuai 
dengan Keputusan Bupati Nomor 912/449.a/2007 tanggal 5 Januari 2007, yang di 
umumkan oleh Bupati Sukoharjo Bambang Riyanto, SH., yang menyatakan bahwa 
”Pemberian biaya operasional sekolah kepada SD Negeri, SMA dan SMK Negeri di 
jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo”. Setidaknya ada dua dasar kuat yang 
melatarbelakangi program ini, yakni komitmen pemerintah daerah untuk 
melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 
dan Pasal 34 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar 
tanpa memungut biaya”. Pemerintah Sukoharjo memberikan porsi yang cukup besar 
dari alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, utamanya perluasan dan 
pemerataan akses kesempatan belajar melalui kebijakan pendidikan gratis dalam 
penuntasan wajar dikdas 9 tahun sekaligus wajar pendidikan menengah 12 tahun. 
Selain itu, latar belakang lain yang turut memperkuat gagasan ini yakni 
adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah terutama dari kalangan ekonomi 
lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus 
putus sekolah lantaran permasalahan klasik. Adapun dasar hukum yang melandasi 
Kebijakan Pendidikan Gratis itu sendiri adalah sebagai berikut : 
1) UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2. 
2) UU RI No. 22/1999 tentang pemerintah daerah. 
3) UU RI No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
4) PP No. 72/1992 tentang peran serta masyarakat daam pendidikan nasional. 
5) Kepment Koordbid Kesra 
No. /Kep/Menko/Kesra/X/1994 tentang koordinator pelaksanaan wajib belajar 
pendidikan dasar yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara 
Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 
07/Kep/Menko/Kesra/III/1999 tentang pedoman umum koordinasi pelaksanaan 
penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar. 
6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang 
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar. 
7) Kebijakan Kepala Daerah tentang pendidikan gratis guna penuntasan program 
pendidikan dasar dan menengah di kabuaten sukoharjo.  
b. Tujuan dan sasaran Kebijakan Pendidikan Gratis 
Kebijakan Pendidikan Gratis yang dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo ini bertujuan untuk menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 
dan menengah yang sudah di programkan oleh pemerintah sesuai dengan UU Nomor 
20 Tahun 2003 tentang sisdiknas, pemerataan memperoleh kesempatan belajar, 
membantu meringankan biaya sekolah dan untuk meningkatkan manajemen 
pendidikan dalam rangka mewujudkan standart biaya pendidikan berbanding lurus 
dengan kualitas pendidikan. Dengan demikian, kualitas pendidikan akan meningkat 
guna mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional yaitu menciptakan sumber 
daya yang berkualitas. 
Sasaran Kebijakan Pendidikan Gratis ini adalah Sekolah Dasar Negeri, 
Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri serta Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri di jajaran Pemerintah Kabupate Sukoharjo. Dengan kata 
lain, semua sekolah negeri yang berada di Kabupaten Sukoharjo mendapatkan dana 
untuk biaya operasional sekolah sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 
912/449.a/2007 yang disahkan pada tanggal 5 Januari 2007. 
 
c. Prosedur Penganggaran Dana Kebijakan Pendidikan Gratis 
Prosedur penganggaran dana kebijakan pendidikan gratis adalah sebagai 
berikut : 
1) Sekolah membuat RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah ) 
pada tahun anggaran atau tahun yang berkenaan. 
2) Setelah RAPBS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah 
jadi, kemudian diajukan kepada Dinas Pendidikan dan dirangkum dalam RKA-
SKPD ( Rencana Kerja Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah ) Dinas 
Pendidikan dan disesuaikan dengan kodering ( kode rekening ) yang terdapat 
dalam  Permendagri 59 tahun 2007. 
3) Dari RKA-SKPD kemudian dibahas dalam PANG-ANG DPRD ( Panitia 
Anggaran DPRD ) antara eksekutif ( pemerintah ) dan legislatif ( DPRD ). 
4) Setelah menjadi KUA dan PPAS ( Kebijaksanaan Umum Anggaran dan Plafon 
Penganggaran Anggaran Sementara ) Dinas Pendidikan, maka ditetapkan menjadi 
DPA-SKPD ( Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah 
). 
5) Berdasarkan DPA-SKPD yang telah ditetapkan oleh DPRD, maka DPA-SKPD 
tersebut dijadikan sebagai dasar untuk pencairan dana dalam tahun anggaran atau 
yang berkenaan. 
6) Pencairan dana di sekolah melalui SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 
didistribusikan kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu di masing-masing 
sekolah sesuai dengan peraturan bupati tentang penatausahaan keuangan daerah. 
7) Sekolah penerima bantuan dana membuat laporan kepada SKPD Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sukoharjo selaku pengguna anggaran. 
 
d. Penggunaan dana Kebijakan Pendidikan Gratis 
Penggunaan dana ini telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
beserta lembaga yang bersangkutan yaitu Dinas Pendidikan Sukoharjo. Implementasi 
kebijakan pendidikan gratis yang diterapkan di sekolah negeri di jajaran pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo tersebut dapat dilaksanakan melalui 4 program dan meliputi 18 
kegiatan. Implementasi tersebut antara lain: 
1) Program pelayanan administrasi perkantoran 
Meliputi : 
a) Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 
b) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 
c) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor 
d) Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 
e) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 
f) Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggadaan 
g) Kegiatan penyediaan komponen instalansi listrik atau penerangan bangunan 
kantor 
h) Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan  
i) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 
j) Kegiatan penyediaan  
k) Kegiatan penyediaan  
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 
Meliputi : 
a) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala gedung kantor 
b) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala perlengkapan gedung kantor 
c) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala peralatan gedung kantor 
d) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala meubelair 
e) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala alat-alat labolatorium 
f) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala alat peraga atau alat praktek  
g) Kegiatan pemeliharaan rutin atau berkala barang-barang perpustakaan 
3) Program pendidikan menengah 
Meliputi kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
4) Program pendidikan kesiswaan 
Meliputi kegiatan pembinaan kesiswaan dan kepramukaan 
Penggunaan dana kebijakan pendidikan gratis ini sepenuhnya menjadi 
tanggung jawab lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan 
pengeluaran uang, serta pelaporan keuangan sehingga memudahkan dalam proses 
pengawasan dan penggunaan dana.  
 
 
5. Bantuan Operasional Sekolah untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka 
Wajib Belajar 9 Tahun yang Bermutu Tahun 2009  
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 
2005, telah berperan besar dalam percepatan pencapaian program wajar 9 tahun tersebut. 
Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah akan melakukan perubahan tujuan, 
pendekatan dan orientasi dari program. Program BOS ke depan bukan hanya berperan 
untuk mempertahankan APK, namun harus juga berkontribusi besar untuk peningkatan 
mutu pendidikan dasar. Selain daripada itu, dengan kenaikan biaya satuan BOS yang 
signifikan, program ini akan menjadi pilar utama untuk mewujudkan pendidikan gratis di 
pendidikan dasar. 
Peningkatan biaya satuan BOS tahun 2009 yang cukup signifikan merupakan 
salah satu bukti komitmen pemerintah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 
20% anggaran untuk pendidikan. Komitmen pemerintah ini harus juga diikuti oleh 
peningkatan komitmen pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam 
pengawasan program dan pendanaan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 2008 semakin memperjelas jenis-jenis dana pendidikan, serta peran dan tanggung 
jawab masing-masing pemangku kepentingan. Demikian juga kebijakan program buku 
murah Departemen Pendidikan Nasional yang dimulai tahun 2008, akan menjadi salah 
satu acuan utama program BOS tahun 2009. 
a. Tujuan Bantuan Operasional Sekolah 
Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat 
terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. 
Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 
1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya 
operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. 
2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya 
operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) 
dan sekolah bertaraf internasional (SBI). 
3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 
b. Sasaran Program dan Besar Bantuan 
Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, termasuk Sekolah 
Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang 
diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di 
Indonesia. Program Kejar Paket A dan Paket B tidak termasuk sasaran dari program 
BOS ini. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS 
Buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: 
1) SD/SDLB di kota : Rp 400.000,-/siswa/tahun 
2) SD/SDLB di kabupaten : Rp 397.000,-/siswa/tahun 
3) SMP/SMPLB/SMPT di kota : Rp 575.000,-/siswa/tahun 
4) SMP/SMPLB/SMPT di kabupaten : Rp 570.000,-/siswa/tahun 
c. Waktu Penyaluran Dana 
Tahun Anggaran 2009, dana BOS akan diberikan selama 12 bulan untuk 
periode Januari sampai Desember 2009, yaitu semester 2 tahun pelajaran 2008/2009 
dan semester 1 tahun pelajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 
3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-
Desember. Penyaluran diharapkan dilakukan di bulan pertama setiap triwulan. 
d. Landasan Hukum 
Landasan hukum dalam pelaksanaan program BOS Tahun 2009 meliputi 
semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 
1) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 
2) Undang-Undang No. 17 Tahun 1965 tentang Pembentukan Badan Pemeriksa 
Keuangan. 
3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999. 
4) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 
5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Wajib Memungut 
Pajak Penghasilan. 
6) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
7) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
8) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 
9) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. 
10) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
11) Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan. 
12) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom. 
13) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
14) Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 
15) Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 
16) Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan 
Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan 
Buta Aksara. 
17) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang 
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar. 
18) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tentang Dewan 
Pendidikan dan Komite Sekolah. 
19) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman 
Pendirian Sekolah. 
20) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 078/M/2008 Tentang Penetapan 
Harga Eceran Tertinggi 145 Judul Buku Teks Pelajaran Yang Yang Hak Ciptanya 
Dibeli Oleh Departemen Pendidikan Nasional 
21) Peraturan Mendiknas No. 46 Tahun 2007 Tentang Penetapan Buku Teks 
Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan Untuk Digunakan Dalam Proses 
Pembelajaran 
22) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2008 
Tentang Buku 
23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 
Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan 
Untuk Digunakan Dalam Proses Pembelajaran 
24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2008 tentang Harga 
Eceran Tertinggi Buku Teks Pelajaran Yang Hak Ciptanya Dibeli Oleh 
Departemen Pendidikan Nasional 
25) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 
Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan 
untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran (SD: PKn, IPA, IPS, Matematika, 
Bahasa Indonesia dan SMP: IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris) 
26) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 41 Tahun 2008 
Tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran Yang Memenuhi Syarat Kelayakan 
untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran 
27) Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-
02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh 
Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di 
Masing-Masing Unit Penerima BOS. 
e. Kebijakan Program BOS Depdiknas Tahun 2009 
Kebijakan dasar pelaksanaan program BOS tahun 2009 adalah sebagai 
berikut: 
1) Biaya satuan BOS, termasuk BOS Buku, untuk tiap siswa/tahun mulai Januari 
2009 naik secara signifikan menjadi: SD di kota Rp 400.000, SD di kabupaten Rp 
397.000, SMP di kota Rp 575.000, dan SMP di kabupaten Rp 570.000. 
2) Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak Januari 2009, 
semua SD dan SMP negeri harus membebaskan siswa dari biaya operasional 
sekolah, kecuali RSBI dan SBI. 
3) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP swasta 
sehingga siswa miskin bebas dari pungutan tersebut dan tidak ada pungutan 
berlebihan kepada siswa mampu. 
4) Pemda wajib menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 
serta menyanksi kepada pihak yang melanggarnya. 
5) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operasional dari APBD bila BOS dari 
Depdiknas belum mencukupi. 
f. Sekolah Penerima BOS 
Sekolah yang ditentukan sebagai penerima BOS tahun 2009 adalah: 
1) Semua sekolah SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri wajib menerima dana 
BOS. Bila sekolah tersebut menolak BOS, maka sekolah dilarang memungut 
biaya dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik. 
2) Semua sekolah swasta yang telah memiliki ijin operasional yang tidak 
dikembangkan menjadi bertaraf internasional atau berbasis keunggulan lokal 
wajib menerima dana BOS. 
3) Bagi sekolah yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua siswa 
melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa 
miskin di sekolah tersebut. 
4) Seluruh sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah. 
5) Sekolah negeri kategori RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang 
tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut 8 
mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut 
agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel. 
6) Sekolah negeri yang sebagian kelasnya sudah menerapkan sistem sekolah bertaraf  
RSBI atau SBI tetap diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang 
mampu dengan persetujuan Komite Sekolah, serta menggratiskan siswa miskin. 
g. Penggunaan Dana 
Tata cara penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS akan diuraikan 
untuk setiap komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS. Adapun 
pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembelian/penggandaan buku teks 
pelajaran juga identik dengan komponen untuk pembelian buku referensi. 
1) Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka Penerimaan Siswa Baru 
a) Digunakan untuk biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi 
pendaftaran dan pendaftaran ulang, termasuk di dalamnya pengeluaran untuk 
alat tulis, fotocopy, honor/uang lembur, dan konsumsi panitia pendaftaran 
siswa baru dan pendaftaran ulang siswa lama. 
b) Pembayaran honor panitia dikenakan PPh Psl. 21 
c) Pengadaan formulir dan alat tulis dikenakan PPN dan PPh Psl 22. 
2) Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan. 
a) Dalam pengadaan buku buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan yang 
harus diperhatikan adalah kualitas buku yang baik dengan harga yang layak 
dan sistem pembayaran dapat dipertanggungjawabkan. 
b) Pengadaan buku tersebut tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPh Psl. 22  
3) Pembelian buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan. 
a) Dalam pengadaan buku teks pelajaran untuk dikoleksi di perpustakaan harus 
memperhatikan pada BSE. 
b) Pengadaan buku tersebut tidak dikenakan PPN, tetapi dikenakan PPh Psl. 22. 
Membiayai kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, olah 
raga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan 
sejenisnya. 
c) Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut seperti pengeluaran alat 
tulis, bahan dan penggandaan materi termasuk honor jam mengajar tambahan 
di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam 
rangka mengikuti lomba. 
d) Pembelian alat tulis, bahan, dan penggandaan materi dikenakan PPN dan PPh 
Psl 22. 
e) Pembayaran honor panitia dan guru yang mengajar remedial/pengayaan 
dikenakan PPh Psl. 21. 
4) Membiayai ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil 
belajar siswa 
a) Dapat digunakan untuk membayar honor pengawas ulangan/ujian, penulis 
soal ujian, koreksi hasil ujian, panitia ujian, honor guru dalam rangka 
penyusunan rapor siswa, membeli bahan dan penggandaan soal dan lain-lain 
yang relevan dengan kegiatian tersebut. 
b) Pembelian alat tulis/bahan/penggandaan soal ujian/lain-lain, raport dll 
dikenakan PPN dan PPh Psl 22. 
c) Pembayaran honor pengawas, penulis soal ujian, koreksi hasil ujian, panitia 
ujian serta honor guru/wali kelas dalam rangka pembuatan laporan evaluasi 
siswa dikenakan PPh Psl. 21. 
5) Membeli bahan-bahan habis pakai 
a) Digunakan untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar seperti 
buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk 
siswa, buku inventaris. Dana BOS dapat juga digunakan untuk membayar 
langganan koran, makanan dan minuman untuk kebutuhan sehari-hari di 
sekolah. 
b) Untuk pembelian bahan pendukung proses belajar mengajar dikenakan PPN 
dan PPh Psl 22. 
6) Membayar langganan daya dan jasa 
a) Untuk membayar langganan listrik, air dan telepon yang ada di sekolah. 
b) Bila terdapat jaringan telepon dan listrik di sekitar sekolah dan sekolah belum 
berlangganan daya dan jasa tersebut, diperkenankan untuk memasang jaringan 
ke sekolah. 
c) Tidak diperkenankan untuk pembelian handphone dan membayar pulsa 
handphone. 
d) Jika tidak ada jaringan lstrik dan dirasakan diperlukan untuk kegiatan belajar 
mengajar, maka diperkenankan untuk membeli Genset. 
7) Membayar biaya perawatan sekolah 
a) Digunakan untuk keperluan biaya perawatan ringan seperti pengecetan, 
perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, 
perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya. 
b) Perawatan ringan dilakukan dengan swakelola. 
c) Pembayaran honor pekerja berdasarkan upah kerja harian sesuai kehadiran 
dibuktikan dengan daftar hadir. Honor pekerja dikenakan PPh Psl 21. 
d) Pengadaan bahan perawatan ringan dikenakan PPN dan PPh Psl 22. 
8) Membayar honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. 
a) Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang 
membantu administrasi BOS. 
b) Bagi guru PNS di sekolah negeri yang mengajar di sekolah swasta diluar 
kewajiban jam mengajar di sekolah negeri diperlakukan sebagai tenaga 
pendidik honorer oleh sekolah swasta tersebut. Guru PNS yang ditugaskan 
oleh pemerintah di sekolah swasta, diperlakukan sebagaimana PNS di 
sekolah negeri. 
c) Tambahan insentif rutin bagi kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 
ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
d) Honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer 
dikenakan PPh Psl. 21. 
9) Pengembangan Profesi Guru 
a) Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pelatihan, KKG/MGMP dan 
KKKS/MKKS. Pengeluaran untuk kegiatan tersebut seperti honorarium nara 
sumber, penulis naskah materi paparan, honor peserta, pengadaan alat tulis, 
bahan, penggandaan materi, transport, dan konsumsi dapat dipergunakan dari 
dana BOS. 
b) Pengadaan alat tulis/bahan/penggandaan materi dikenakan PPN dan PPh Psl 
22. 
c) Pembayaran honorarium narasumber, penulis naskah materi paparan, dan 
honor peserta dikenakan PPh Psl. 21. 
10)  Memberi bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah 
biaya transport dari dan ke sekolah 
Dipergunakan untuk meringankan biaya transport dari dan ke sekolah bagi siswa 
miskin. Bantuan biaya transportasi tidak dikenakan pajak. Bantuan diberikan 
hanya kepada siswa yang karena biaya transportasi sehingga terancam tidak 
masuk sekolah. Komponen ini juga dapat berbentuk pembelian alat transportasi 
bagi siswa yang tidak mahal, misalnya sepeda, perahu penyeberangan dll. Alat ini 
menjadi inventaris sekolah. 
11) Membiayai kegiatan dalam kaitan dengan pengelolaan BOS, seperti : 
a) ATK, penggandaan, surat menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka 
penyusunan laporan BOS dan biaya transporasi dalam rangka pengambilan 
dana BOS di Bank/PT Pos Indonesia (Persero). 
b) Untuk pembelian ATK dan penggandaan dikenakan PPN dan PPh Psl. 22. 
c) Untuk honor penyusunan laporan dikenakan PPh Psl 21. 
12) Pembelian personal komputer untuk kegiatan belajar siswa, maksimum 1 set 
untuk SD dan 2 set untuk SMP. 
13) Bila seluruh komponen 1 s.d. 13 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS 
dan masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk 
membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, dan mebeler sekolah. 
h. Pertanggungjawaban Keuangan 
Penggunaan dana BOS sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga yang 
kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta pelaporan 
keuangan, sehingga memudahkan proses pengawasan atas penggunaan dana. 
Pertanggungjawaban pada tingkat sekolah meliputi: 
1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RAPBS. 
a) Penggunaan dana BOS dan BOS Buku yang telah disepakati oleh kepala 
sekolah/dewan guru, komite sekolah dan ketua yayasan (bagi sekolah swasta) 
dituangkan dalam RKAS/RAPBS dan ditandatangani oleh kepala sekolah, 
ketua komite sekolah dan ketua yayasan. 
b) RKAS/RAPBS  
c) Rincian penggunaan dana tiap jenis anggaran  
2) Pengelolaan dana BOS dan BOS Buku berpedoman pada: 
a) Ketentuan pembayaran atas dana APBN.  
b) Ketentuan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah 
c) Ketentuan perpajakan 
d) Ketentuan pembukuan keuangan negara 
3) Pembukuan 
a) Pengelola dana BOS diwajibkan membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu 
Kas Tunai, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak dan Buku Pembantu 
lainnya sesuai kebutuhan. 
b) Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam Buku Kas Umum 
dan Buku Pembantu yang relevan sesuai dengan urutan tanggal kejadiannya. 
c) Setiap akhir bulan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu ditutup oleh 
Bendahara dan diketahui Kepala Sekolah. 
d) Uang tunai yang ada di Kas Tunai tidak lebih dari Rp 5 juta. 
e) Bukti pengeluaran 
f) Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; 
g) Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang 
cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai 
sampai Rp 250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai 
nominal antara Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenai bea 
meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal 
lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,- 
h) Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan 
peruntukkannya; 
i) Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk 
faktur sebagai lampiran kuitansi; 
j) Setiap bukti pembayaran harus disetujui kepala sekolah dan lunas dibayar oleh 
bendahara; 
k) Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan 
bukti dan bahan laporan. 
4) Pelaporan 
Laporan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang dibiayai 
dana BOS dan BOS Buku. Untuk itu laporan pertanggungjawaban harus 
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 
a) Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatannya. 
b) Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan 
maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam 
urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan di suatu tempat yang 
aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. 
c) Laporan penggunaan dana BOS dari Penanggungjawab/ pengelola dana BOS 
di tingkat sekolah kepada Tim Manajemen BOS Kabupaten Kota cukup 
format BOS K-2, sedangkan Format BOS K-3, Format BOS-K4, Format BOS 
K5 dan Format BOS-K6 beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di 
sekolah. 
5) Waktu Pelaporan 
Laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut disampaikan setiap triwulan, 
semester dan tahunan. 
 
B. Kerangka Berfikir 
Kerangka berfikir merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah 
penelitian yang digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik. Kerangka 
berfikir tentang Analisis Implementasi kebijakan program pendidikan gratis. (Studi kasus 
di SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo) adalah sebagai berikut: 
Pendidikan merupakan upaya terencana yang dilakukan oleh orang dewasa 
untuk mengembangkan potensi peserta didik. Banyaknya anak yang tidak mampu 
melanjutkan sekolah atau putus sekolah merupakan masalah yang sangat penting di 
dalam pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian manusia yang 
berkualitas diupayakan oleh pemerintah dengan pencanangan Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 9 Tahun. Oleh karena itu, dalam penuntasan program tersebut 
pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan baru di bidang 
pendidikan yaitu dengan jalan menggratiskan biaya pendidikan yang sangat tinggiuntuk 
membantu orang tua peserta didik dalam hal meringankan biaya.  
Penggratisan biaya pendidikan tersebut sesuai dengan di keluarkannya 
Keputusan Bupati Nomor 912/449.a/2007 tentang ”Pemberian biaya operasional sekolah 
kepada SD Negeri, SMA dan SMK Negeri di jajaran Pemerintah Kabupaten Sukoharjo”. 
Kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan mampu meningkatkan intelektual 
masyarakat dan memenuhi hak pendidikan serta mewujudkan Program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar 9 Tahun. Awal tahun 2009 ini pemerintah menaikkan biaya satuan 
BOS secara signifikan yang akan menjadi pilar untuk wilayah Indonesia. Yang bertujuan 
untuk mewujudkan pendidikan gratis di tingkat pendidikan dasar secara nasional seluruh 
wilayah Indonesia. Ini merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam 
menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka berfikir tersebut dapat dibuat suatu 
skema sebagai berikut:  
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
 
Penelitian merupakan proses mencari dan menemukan suatu jawaban untuk 
memecahkan suatu masalah, yang harus dilakukan melalui pengkajian suatu jawaban 
untuk memecahkan suatu masalah, yang harus dilakukan melalui pengkajian baik secara 
teoritik maupun empirik. 
 
A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian  
Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan sebagai 
lokasi untuk memperoleh data guna mendukung tercapainya tujuan penelitian. Peneliti 
memilih SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo dengan pertimbangan sebagai berikut: 
1. SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo merupakan salah satu sekolah menengah yang 
menerapkan Program Pendidikan Gratis. 
2. SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo tersedia data yang diperlukan. 
3. SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo belum pernah dijadikan objek penelitian tentang 
Program Pendidikan Gratis. 
4. Lokasi SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo dekat dengan tempat tinggal peneliti. 
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut:  
a. Pengajuan judul : Bulan Februari 
b. Pengajuan proposal : Bulan Februari 
c. BAB I, II, dan III : Bulan Maret 
d. Pengumpulan data 
1) Analisis data : Bulan April 
2) BAB IV dan V : Bulan April sampai dengan bulan Mei 
e. Penyusunan laporan : Bulan Juni   
                  
B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
42 
Pemilihan bentuk penelitian yang sangat tepat diperlukan untuk mengkaji suatu 
permasalahan secara utuh dan lengkap dalam memecahkan suatu permasalahan. Sesuai 
dengan permasalahannya, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian deskripif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang terkumpul ke 
dalam kalimat-kalimat yang memiliki arti lebih mendalam, karena menggambarkan 
secara tepat sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, guna menentukan 
frekuensi adanya hubungan antara satu gejala dengan gejala yang lain. 
Mardalis (2002: 24) mengungkapkan “Penelitian deskriptif bertujuan untuk 
mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, 
mencatat, analisis, dan menginterprestasikan kondisi-kondisi saat ini terjadi”. Menurut 
Lexy J. Moleong (2007: 6) 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, 
motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
   
Pengertian di atas dapat disimpulkan dalam penelitian kualitatif data yang 
diambil berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan serta perilaku dari subjek penelitian 
dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data yang dikumpulkan merupakan data 
yang sebenarnya yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti sesuai dengan 
keadaan di lapangan.  
 
2. Strategi Penelitian 
Pemilihan strategi penelitian yang tepat sangat diperlukan dalam mengkaji suatu 
permasalahan penelitian dengan lebih mendetail dan lengkap. Strategi yang dipilih oleh 
peneliti ini digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengamatan, pengumpulan 
informasi serta dalam penyajian analisis hasil penelitian. Strategi penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah strategi dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif, yaitu peneliti lebih banyak memanfaatkan dan mengumpulkan informasi 
dengan cara mendalami fenomena-fenomena yang diteliti. 
Strategi penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian deskriptif tunggal 
terpancang yaitu peneliti hanya mengkaji satu masalah saja dan pengumpulan data 
berdasarkan tujuan mengenai implementasi program pendidikan gratis di SMP Negeri 1 
Polokarto, Sukoharjo. Jadi, strategi tunggal terpancang yang digunakan dalam penelitian 
ini mengandung pengertian bahwa: tunggal artinya hanya ada satu ruang lingkup yaitu 
SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo. Sedangkan terpancang pada tujuan penelitian, 
maksudnya bahwa apa yang harus diteliti dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih 
sebelum melaksanakan penelitian. 
Ditinjau dari aspek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi kasus (Case 
Study). Studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek 
lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Menurut Robert K. Yin (2005: 1): 
Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu 
penelitian berkenaan dengan How atau Why, bila peneliti hanya memiliki sedikit 
peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana 
fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam 
konteks kehidupan nyata. 
 
C. Sumber Data 
Ketepatan dalam memilih dan menentukan sumber data dalam penelitian akan 
turut menetukan ketepatan, kekayaan data dan atau informasi yang diperoleh peneliti. 
Menurut H.B. Sutopo (2002: 58) bahwa “Sumber data dalam penelitian kualitatif bisa 
berupa orang, peristiwa dan lokasi benda, dokumen atau arsip”. Menurut Lofland dan 
Lofland yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2007: 157) mengatakan bahwa: “Sumber 
data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 
data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Adapun data yang digunakan adalah 
sebagai berikut: 
 
 
1. Informan 
Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi kepada peneliti 
karena orang tersebut dipandang mengetahui permasalahan yang dikaji peneliti. Kata-
kata dan tindakan orang-orang yang diamati merupakan data sumber utama dalam 
melakukan penelitian. Informan yang dipilih peneliti adalah orang-orang yang 
dipandang benar-benar mengetahui permasalahan, sehingga dapat diperoleh data/ 
informasi yang obyektif. Informan yang dipilih pada penelitian ini adalah: 
a. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo 
b. Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo  
c. Bendahara Pengelola Dana 
d. Guru 
e. Komite Sekolah 
f. Wali murid 
g. Siswa 
2. Dokumen dan Arsip 
Dokumen di dalam penelitian merupakan sumber data yang penting, walaupun 
dikatakan bahwa sumber diluar kata atau tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal 
itu tidak diabaikan karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat 
dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Menurut H. B. 
Sutopo (2002: 54), “Dokumen dan arsip merupakan bahan tertulis yang bergayutan 
dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu”. Lebih lanjut Lexy J. Moleong (2007: 
159) mengungkapkan “Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal 
dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari 
arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi”. Dokumen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sejarah berdirinya SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo, dan data 
lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
3. Tempat dan Peristiwa 
Setiap melakukan kegiatan penelitian baik wawancara atau observasi akan 
melibatkan tempat, pelaku dan peristiwa. H.B. Sutopo (2002: 52) mengungkapkan 
“Informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa 
digali lewat sumber lokasinya baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya”. 
Peneliti mengambil tempat penelitian di SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo, dimana 
sekolah ini merupakan salah satu sekolah pelaksana program pendidikan gratis 
 
D. Teknik Sampling (Cuplikan) 
Menurut H.B. Sutopo (2002: 55) “Teknik cuplikan merupakan suatu bentuk 
khusus atau proses bagi suatu perumusan atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah 
pada seleksi”. Cuplikan dalam penelitian kualitatif sering dinyatakan sebagai internal 
sampling artinya cuplikan diambil untuk mewakili informasinya, dengan kelengkapan 
dan kedalaman yang tidak ditentukan oleh jumlah sumber datanya, melainkan oleh 
kedalaman pemahaman akan informasi oleh peneliti. Teknik sampling yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah non ramdom sampling yaitu cara pengambilan sampel yang 
tidak semua anggota diberi kesempatan menjadi sampel. 
Cuplikan dalam penelitian ini bersifat Purposive Sampling, yaitu peneliti 
cenderung memilih orang yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber 
data yang mantap dan mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan 
permasalahan secara mendalam (Key Informan). Menurut Lexy J. Moleong (2007: 224) 
“Jadi, maksud sampling dalam hal ini ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi 
dari pelbagai macam sumber data dan bangunannya (contruction)”. Oleh sebab itu, pada 
penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (purposive sample)”. 
Namun demikian, informan yang dipilih dapat menunjuk informan lain yang lebih tahu, 
maka informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh 
data (Snowball Sampling), sehingga peneliti mampu menggali data secara lengkap dan 
mendalam. 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk 
mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk dapat 
memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian diperlukan 
data yang valid dan reliabel. Sedangkan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, 
maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang 
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pengamatan (Observasi) 
Observasi adalah kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek 
penelitian dan mencatat peristiwa yang diselidiki. Hasil dari kegiatan observasi ini dicatat 
dalam bentuk kata-kata inti yang seharusnya dikembangkan dalam bentuk laporan. 
2. Wawancara 
Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif adalah manusia dalam 
posisi sebagai nara sumber atau informan untuk memeperoleh informasi. Wawancara 
adalah bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang 
diperlukan dalam penelitian. Menurut Lexy J. Moleong (2007: 186) “Wawancara adalah 
percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 
(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”. 
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari 
informan, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Data yang dikumpulkan dari 
wawancara merupakan data penguat bagi penentuan data yang diperoleh dari pengamatan 
atau observasi, sekaligus data-data lain yang diperlukan untuk mendukung penjelasan 
tentang permasalahan dalam penelitian ini. 
3. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari 
arsip dan dokumen yang ada. Analisis dokumen digunakan karena merupakan sumber 
yang stabil, kaya, dan bersifat alamiah yaitu sesuai dengan konteks lahiriah tersebut. 
Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain dokumen dari sekolah yang meliputi 
dokumen mengenai keadaan umum sekolah, data siswa, data guru, sarana dan prasarana, 
kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 1 Polokarto, Sukoharjo serta data penunjang lainnya. 
Pengumpulan data dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 
wawancara dan observasi. Analisis dokumen ini diharapkan data yang diperlukan 
menjadi benar-benar valid mengenai program pendidikan gratis di SMP Negeri 1 
Polokarto, Sukoharjo mengenai program sekolah dan kalender pendidikan. 
 
F. Validitas Data 
Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan 
penelitian, harus diusahakan kemantapan dan kebenarannya. Setiap peneliti harus bisa 
memilih dan menemukan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang 
diperolehnya. Ketetapan data tersebut tidak hanya tergantung dari ketepatan memilih 
sumber data dan teknik pengumpulannya. Menurut H.B. Sutopo (2002: 78) “Validitas 
data merupakan jaminan bagi kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil 
penelitian”. Validitas diperlukan agar data dan informasi yang diperoleh dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya. Menetap-kan keabsahan data agar hasil penelitian 
dapat dipertanggungjawabkan., maka diperlukan teknik pemeriksaan data yang tepat. 
Penelitian kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa dipilih untuk pengembangan 
validitas (kesahihan) data penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik trianggulasi dan 
review informan untuk menjamin validitas data. 
1. Triangulasi 
Menurut Lexy J. Moleong (2004: 330), “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Trianggulasi merupakan cara 
yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dengan melakukan pengecekan 
atau pembandingan dengan sesuatu di luar data tersebut. Patton seperti yang dikutip H.B. 
Sutopo (2002: 78) membedakan 4 macam teknik triangulasi sebagai cara untuk 
meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 
1. Triangulasi Sumber yaitu pengumpulan data sejenis dengan menggunakan 
berbagai sumber data yang berbeda. 
2. Triangulasi Metode yaitu pengumpulan data sejenis tetapi dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data yang berbeda. 
3. Triangulasi Teori yaitu melakukan penelitian tentang topik yang sama dan 
datanya dianalisis dengan menggunakan persperktif teori yang berbeda. 
4. Triangulasi Peneliti yaitu pengumpulan data yang semacam dilakukan oleh 
beberapa peneliti. 
Jenis trianggulasi yang digunakan untuk mencapai validitas dalam penelitian ini 
adalah trianggulasi sumber, yaitu peneliti menggunakan beberapa narasumber yang 
berbeda untuk mengumpulkan data atau informasi yang sejenis, sehingga informasi yang 
diperoleh dari nara sumber satu dapat dibandingkan dengan informasi yang diperoleh dari 
narasumber lain. Disamping itu peneliti juga menggunakan trianggulasi metode yaitu 
mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode 
pengumpulan data yang berbeda. Dalam metode ini yang menjadi titik tekan adalah 
penggunaan metode pengumpulan data yang berbeda. Karena data yang diperoleh 
melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut,  hasilnya akan dapat 
dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan sehingga lebih kuat validitasnya. 
2. Review Informan 
Review informan dilakukan pada waktu peneliti sudah mendapatkan data yang 
cukup lengkap dan berusaha menyusun sajian datanya walaupun mungkin masih utuh dan 
menyeluruh, unit-unit laporan tersebut dikomunikasikan dengan informannya, khususnya 
key informan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah laporan yang disusun 
merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang disetujui mereka. 
 
G. Analisis Data 
Penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis yang dibuat sebelum penelitian. 
Proses analisis data dilakukan secara bersamaan dan berkelanjutan dengan proses 
pengumpulan data. Menurut Bogdan dan Bilklen dalam Lexy J. Moleong (2007: 248) 
mengemukakan bahwa: 
Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 
dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 
penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dicari kepada 
orang lain. 
 
Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisasikan ke 
dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar. H.B. Sutopo (2002: 94) 
menyebutkan “Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok 
yaitu, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan”. Namun demikian, dalam 
prosesnya peneliti bergerak dalam empat langkah meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Langkah-langkah yang dipakai 
dalam model analisis interaktif adalah: 
1. Pengumpulan Data 
Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang 
diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi tersebut 
dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lebih lanjut.  
2. Reduksi Data 
Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan 
yang terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah 
menjadi hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau 
temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, 
disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih 
mudah dikendalikan. Reduksi data merupakan proses seleksi pemfokusan, 
penyederhanaan, dan abstraksi data dari field note. H.B. Sutopo (2002: 92) 
berpendapat, “Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting, dan mengatur 
data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat dilakukan”. 
3. Penyajian Data 
Penyajian data atau display data merupakan penyusunan sekumpulan 
informasi yang diperoleh dari penelitian yang memberikan kemungkinan adanya 
penarikan kesimpulan dan pengambilan data. Sajian data dilakukan dengan 
mengorganisasikan informasi secara logis dan sistematis serta mendeskripsikan 
kedalam bentuk narasi sehingga mudah dibaca dan dipahami untuk selanjutnya 
memungkinkan peneliti membuat analisis data dan melakukan penarikan kesimpulan. 
4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 
Data diperoleh peneliti di lapangan mulai dilakukan penarikan kesim-pulan 
sementara sejak penelitian dimulai, untuk itu perlu dicari pola, tema, hubungan, 
persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh 
mula-mula diragukan, akan tetapi dengan bartambahnya data baik dari wawancara, 
pengamatan, dan dokumen kesimpulan akan menjadi lebih kuat. Kesimpulan dibuat 
lebih mantap dan dapat dipertanggung-jawabkan, maka perlu dilakukan verifikasi 
terlebih dahulu. Verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan kembali dengan 
tujuan pemantapan kesimpulan dengan cara penelusuran kembali data dengan cepat 
sehingga penelitian dapat mengubah kesimpulan sementara yang telah dibuat menjadi 
kesimpulan akhir yang lebih mantap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan 
berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3 : Model Analisis Interaktif Data  
Pengumpulan 
data 
Sajian data Reduksi data 
Penarikan kesimpulan/ 
Verifikasi 
Sumber: H.B. Sutopo (2002: 96) 
Berdasarkan gambar di atas, maka proses data diawali sejak kegiatan 
pengumpulan data dilaksanakan. Setelah memperoleh data dari lapangan maka 
peneliti segera melakukan reduksi data dan penyajian data. Sajian data tersebut dapat 
dilakukan penarikan suatu kesimpulan. Kesimpulan yang telah dibuat dapat kembali 
dilakukan verifikasi untuk lebih memantapkan hasil penelitian sehingga diperoleh 
kesimpulan yang mantap dengan cara pengumpulan data kembali. 
 
H. Prosedur Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti harus menempuh beberapa prosedur penelitian. 
Adapun prosedur yang akan ditempuh dalam penelitian ini adalah: 
1. Tahap Persiapan Penelitian 
Peneliti dapat melakukan perencanaan sesuatu yang berkenaan dengan penelitian. 
Dimulai dengan pengajuan masalah, pembuatan proposal penelitian, mengurus 
perijinan, menetukan lokasi penelitian, dan menyiapkan perlengkapan penalitian.   
2. Tahap Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teknik, yaitu 
pengamatan/ obsevasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut 
digunakan untuk saling melengkapi sehingga data yang diperoleh valid. 
3. Tahap Analisis Data 
Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data, untuk 
menghindari data yang tercecer karena dianggap tidak berguna atau hilang. Dimulai 
dengan menganalisis seluruh data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan 
merupakan data yang mendukung tujuan penelitian. Tahap analisis data terdiri dari 
analisis data awal dan analisis data akhir. Analisis data awal dilakukan untuk 
mengetahui apakah data yang dikumpulkan telah mendukung maksud dan tujuan 
penelitian, sehingga data yang diperlukan dapat terpisah dari data yang tidak 
diperlukan. Sedangkan data yang dianalisis dalam analisis data akhir adalah 
keseluruhan data yang diperoleh dalam pengumpulan data dan mendukung tujuan 
penelitian. Dalam hal ini data sudah dapat dikatakan valid karena data ini sudah 
melalui analisis data awal. 
  
4. Tahap Penarikan Kesimpulan 
Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dianalisis dengan teknik analisis 
data yang sesuai dengan rencana penelitian. Penarikan kesimpulan didasarkan pada 
tujuan penelitian dengan didukung data yang valid, sehingga hasil penelitian dapat 
dipertanggungjawabkan. 
5. Tahap Penyusunan dan Penggandaan Laporan 
Semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian dan hasil yang dicapai ditulis 
dan dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan yang 
sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian laporan yang sudah tersusun dengan 
lengkap digandakan sesuai dengan kebutuhan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Lokasi Penelitian 
1. Sejarah Berdirinya SMP Negeri 1 Polokarto 
Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pelaksanaan 
pembangunan di Indonesia. Kualitas manusia Indonesia diperoleh melalui proses 
pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemerintah mencanangkan 
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun demi tercapainya kualitas manusia 
Indonesia. Upaya pemerintah salah satunya adalah menyediakan sarana dan prasarana 
dalam pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada 
masyarakat agar memperoleh pelayanan pendidikan khususnya SD/MI untuk dapat 
melanjutkan pendidikan SMP di setiap kecamatan di wilayah Negara Republik 
Indonesia. 
Kecamatan Polokarto merupakan kota kecamatan yang berbasis pertanian 
dengan tanah yang subur, dan berkembang sebagai kota industri kecil dibidang 
konveksi. Dari data statistik, masyarakat sekitar wilayah operasional pada umumnya 
sebagai  pedagang kecil,  petani yang memiliki taraf kehidupan dengan penghasilan 
sekitar Rp 600.000,00 sampai Rp 3.000.000,00 per bulan. Tingkat pendidikan masih 
rendah, yaitu mayoritas setingkat SMP. Di samping itu ada sebagian kecil PNS dari 
Guru dengan pendidikan sarjana (S1) bahkan pascasarjana ( S2 ). Di Kecamatan 
Polokarto terdapat empat SMP Negeri, satu MTs Swasta, tiga SMP swasta dan 
ditambah Satu SMA Negeri,  Sebagai calon input, di Sukoharjo  terdapat 41 SD dan 2 
Madrasah Ibtidaiyah. 
Kantor wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa 
Tengah khususnya di bidang pengembangan SMP adalah lembaga yang berwenang 
dan bertugas melaksanakan proyek pembangunan gedung SMP, telah mengadakan 
koordinasi dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 
Sukoharjo serta koordinasi dengan pejabat di wilayah Kecamatan Polokarto. 
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Berdasarkan kesepakatan tersebut, maka dibangunlah gedung sekolah tepatnya di 
Desa Mranggen Kecamatan Polokarto dan telah dibebaskan melalui Proyek 
Pengembangan SMP Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Propinsi Jawa Tengah, dengan luas + 12.000 m2 . 
Sekolah Menengah Pertama Negeri I Polokarto didirikan pada tahun 1981. 
Pendirian ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia pada tanggal 14 Juli 1981 dengan nomor : 0219/01981 tentang 
Pembukaan Sekolah. Jenis gedung yang di bangun pada awal didirikannya SMP 
Negeri I Polokarto, Sukoharjo adalah sebagai berikut : 
1) Ruang Kelas   :  6  ruang 
2) Ruang Perpustakaan  :  1  ruang 
3) Ruang Laboratorium  :  1  ruang 
4) Ruang Ketrampilan  :  1  ruang 
5) Ruang Guru   :  1  ruang 
6) Ruang TV   :  1  ruang 
7) Ruang BP   :  1  ruang 
8) Ruang UKS   :  1  ruang 
SMP Negeri 1 Polokarto yang terletak di Kecamatan Polokarto, tepatnya di 
Kelurahan Mranggen Telp. ( 0271 ) 610964 Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa 
Tengah dengan berbatasan :  
Sebelah Barat : Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto 
Sebelah Utara : Kelurahan Jatisobo, Kecamatan Polokarto 
Sebelah Timur : Kelurahan Polokarto, Kecamatan Polokarto 
Sebelah Selatan : Kelurahan Godog, Kecamatan Polokarto 
Letak SMP Negeri 1 Polokarto yang sangat strategis dan satu-satunya sekolah 
di Polokarto yang berdiri di tepi jalan raya menghubungkan Kota Sukoharjo dengan 
Kota Kabupaten Karanganyar dan merupakan jalur alternatif, sehingga 
memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi sekolah yang bermutu. 
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada SMP Negeri 1 Polokarto cukup besar. Hal 
ini ditunjukkan oleh rasio siswa yang diterima dan pendaftar dari tahun ke tahun 
semakin besar. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap 
eksistensi SMP Negeri 1 Polokarto cukup tinggi. Seiring dengan berjalannya waktu, 
SMP Negeri I Polokarto Sukoharjo semakin berkembang baik dari jumlah siswa 
maupun kondisi fisik dari tahun ke tahun. 
 
2. Visi dan Misi SMP Negeri I Polokarto 
a. Visi sekolah: 
“Unggul dalam prestasi dan kompetitif berdasarkan iman dan taqwa “ 
Indikator: 
1) Unggul dalam pencapaian nilai akademis 
2) Unggul dalam pencapaian prestasi lomba lima mata pelajaran. 
3) Unggul dalam pencapaian aktifitas keagamaan. 
4)  Unggul dalam pencapaian lomba kesenian, olah raga dan pramuka. 
5) Unggul dalam pencapaian ketertiban, kedisiplinan, kebersihan, dan 
berbudi pekerti luhur. 
b. Misi sekolah: 
1) Melaksanakan semangat pembelajaran dan bimbingan secara efektif. 
2) Meningkatkan prestasi lima mata pelajaran. 
3) Menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan warga sekolah 
4) Meningkatkan kegiatan ekstra bidang olahraga, seni dan pramuka. 
5) Menumbuhkan budaya bersih, tertib, disiplin dan berbudi pekerti luhur. 
 
3. Kondisi Lingkungan SMP Negeri I Polokarto 
SMP Negeri I Polokarto menempati tanah seluas 9.800 m2, dengan pagar 
keliling 10.000 m, luas bangunan 12.000 m2, luas halaman luas taman 2.150 m2, luas 
lapangan olah raga/ upacara 2.330 m2. Status pemakaian gedung adalah sepenuhnya 
dipakai oleh SMP Negeri I Polokarto. SMP Negeri I Polokarto memiliki beberapa 
ruangan yang terdiri dari: 
Tabel 1. Fasilitas Gedung/ Ruangan di SMP Negeri I Polokarto 
KETERANGAN JUMLAH 
Ruang Kelas 
Ruang Laboratorium 
Ruang Kepala Sekolah 
Ruang Guru 
Ruang Tata Usaha 
Ruang Perpustakaan 
Ruang Komputer 
Ruang BP/ BK 
Ruang Mushola/ Masjid 
Ruang Koperasi 
Ruang Tamu 
Ruang UKS 
Ruang Kamar Mandi 
Ruang Parkir 
Ruang Ketrampilan 
Ruang Gudang 
Ruang Pengumuman 
Kantin sekolah 
Lapangan sepak bola, bola 
voley dan basket 
22 ruang 
1   ruang 
1  ruang 
1  ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
1   ruang 
    ruang 
2   ruang 
2   ruang 
 
 
Sumber : TU SMP Negeri I Polokarto 
 
 
 
 
 
 
4. Struktur Organisasi SMP Negeri 1 Polokarto 
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Keterangan : 
  = Garis Komando 
  = Garis Koordinasi 
Gambar 4. Struktur Organisasi SMP Negeri I Polokarto 
Sumber : Kantor TU SMP Negeri I Polokarto 
 
Fungsi dan tugas pengelola sekolah : 
a. Kepala Sekolah 
Tata Usaha 
T.H.Trisdiyanti 
Komite Sekolah 
Suramto, P.H. 
Urusan 
Kurikulum 
Agus Wiyono, 
M.Pd 
Urusan Humas 
 
Eny Puji A, SPd 
Urusan 
Kesiswaan 
Saptaji 
Mandala, S. Pd 
Urusan Sarana 
dan Prasarana 
Joko Setiyono, 
S. Pd 
Wali Kelas MGMP BP / BK 
Guru 
Siswa 
Wakil Kepala Sekolah 
 
Drs. Muh. Badrun 
Kepala sekolah berfungsi dan bertugas sebagai edukat, manager, administrator 
dan supervisor. 
1) Kepala Sekolah sebagai edukator 
Selaku pemimpin Kepala Sekolah mempunyai tugas melaksanakan proses 
belajar mengajar secara efektif dan efisien. 
2) Kepala Sekolah sebagai manajer. 
Kepala Sekolah mempunyai tugas menyusun perencanaan, mengorganisasikan 
kegiatan, mengarahkan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan 
evaluasi terhadap kegiatan, mengadakan rapat, mengambil keputusan, 
mengatur proses belajar mengajar. 
3) Kepala Sekolah Selaku Administrator 
Kepala sekolah selaku administrator bertugas menyelenggarakan administrasi 
yaitu : kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengkoordinasian, pengawasan, kurikulum, kesiswaan, ketatausahaan, kantor, 
keuangan, perpustakaan, laboratorium, BP/BK, UKS, OSIS, media, dan 
gudang. 
4) Kepala Sekolah Sebagai Supervisor 
Selaku supervisor, kepala sekolah bertugas menyelenggarakan supervisi 
mengenai proses belajar mengajar, kegiatan BP, kegiatan ekstrakurikuler, 
kegiatan ketatausahaan, sarana dan prasarana, dan kegitatan OSIS. 
b. Wakil Kepala Sekolah 
Wakil kepala sekolah di SMP N I Polokarto ada 1 orang yang tugasnya membantu 
kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut: menyusun program 
perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaannya, pelaksanaan 
pengorganisasian, pelaksanaan pengarahan, ketenagaan, pengkoordinasian, 
pengawasan, penilaian, pengumpulan data dan penyusunan laporan. 
 
c. BK (Bimbingan Konseling) 
Bagian bimbingan konseling membantu kepala sekolah dalam kegiatan-kegiatan 
sebagai berikut: 
a) Menyusun program dan pelaksanaan bimbingan konseling 
b) Koordinasi dengan wali kelasdalam rangka mengatasi masalah-masalah yang 
dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. 
c) Memberikan layanan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam 
kegiatan belajar 
d) Mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan kepada siswa agar lebih 
berprestasi dalam kegiatan belajar 
e) Menyusun statistik analisis hasil evaluasi belajar 
f) Menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. 
d. Urusan Kurikulum. 
Urusan Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 
a) Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan 
b) Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran 
c) Menentukan kriteria kenaikan kelas dan kelulusan siswa 
d) Mengatur kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler 
e) Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengajaran 
e. Urusan Kesiswaan 
Urusan Kesiswaan mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan: 
a) Menyusun program satuan urusan siswa 
b) Perencanaan dan pelaksanaan PBM 
c) Menyusun perencanaan MOS 
d) Menyiapkan daftar nominasi peserta UAS/ UAN 
e) Menyusun data kesiswaan: 
f) Menyiapkan dan mengkoordinasikan pengelolaan: 
g) Pelaksanaan kegiatan OSIS 
f. Urusan Sarana dan Prasarana 
Urusan Sarana/ Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam 
kegiatan: 
a) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses 
belajar mengajar 
b) Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana 
c) Mengelola perawatan, perbaikan dan pengisian 
d) Mengatur pembukuannya 
g. Urusan Hubungan Masyarakat 
Urusan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah 
dalam kegiatan: 
a) Mengatur dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan orang tua/ wali 
murid 
b) Membina hubungan dengan komite sekolah 
c) Membina pengembangan hubungan antara sekolah dengan lembaga 
pemerintah, dunia usaha, dan lembaga sosial lainnya. 
d) Pemberian informasi tentang keadaan sekolah kepada masyarakat 
e) Pertemuan/ konsultasi dengan dunia usaha. 
f) Pengaturan dan penyelenggaraan rapat-rapat. 
g) Penulisan notulen rapat-rapat. 
h. Guru 
Guru bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah dan mempunyai tugas 
melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. Tugas dan 
tanggungjawab seorang guru meliputi: 
a) Membuat perangkat Program Pengajaran 
b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran 
c) Melaksanakan kegiatan penilaian belajar dan ulangan-ulangan 
d) Menganalisis hasil ulangan 
e) Menyusun dan melaksanakan program remidi dan pengayaan 
f) Mengisi daftar nilai siswa  
g) Melaksanakan kegiatan membimbing dalam KBM 
i. Kepala Urusan Tata Usaha 
Kepala Urusan Tata Usaha Sekolah mempunyai tugas melaksanakan 
ketatausahaan sekolah dan bertanggung jawab kepada sekolah meliputi kegiatan-
kegiatan: 
1) Menyusun program dan pelaksanaan tata usaha sekolah. 
2) Menyusun bidang keuangan sekolah. 
3) Pengurusan pegawai. 
4) Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha sekolah. 
5) Penyusunan perlengkapan kantor/ sekolah. 
6) Penyusunan dan penyajian data/ statistik sekolah. 
7) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan serta ketata-usahaan 
secara berkala. 
 
5. Jumlah Guru, Pegawai Administrasi, dan Siswa SMP Negeri I Polokarto 
Proses belajar mengajar di SMP Negeri I Polokarto di dukung oleh beberapa 
komponen yang saling terkait. Komponen tersebut diantaranya adalah guru, siswa dan 
karyawa yang ada di SMP Negeri I Polokarto. Guru sebagai pihak yang bertugas 
menyampaikan materi serta mengellola kelas sehingga proses belajar mengajar dapat 
terlaksana, juga didukung dengan fasilitas belajar yang lengkap akan mewujudkan 
keberhasilan proses belajar. Siswa merupakan anak didik yang membutuhkan bimbingan 
dari guru untuk mentransfer materi yang disampaikan membutuhkan motivasi yang tinggi 
sehingga tujuan belajar dapat tercapai. Jumlah guru dan karyawan di SMP Negeri I 
Polokarto + 61 orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 
SMP Negeri 1 Polokarto termasuk sekolah tipe B terdiri dari 21 rombongan 
belajar dengan jumlah siswa 836, dikelola oleh 51 guru, terdiri dari 45 guru tetap, dan 
6 guru tidak tetap. Dari 51 guru, 1 guru berpendidikan S2, 38 guru berpendidikan S1, 
7 guru berpendidikan D3, 2 guru berpendidikan D2, dan 3 guru berpendidikan D1. 
Guru-guru yang belum S1, saat ini sedang menjalani studi lanjut guna memperoleh 
standar pendidikan S1, dan terdapat 2 guru yang sedang menyelesaikan S2-nya. 
Dalam tugas kesehariannya dilayani oleh 2 orang Tata Usaha Tetap, 5 orang Tata 
Usaha Tidak Tetap. Pegawai tata usaha tetap sebanyak 4 orang dan karyawan yang tidak 
tetap lainnya terdiri dari 7 orang. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2008/2009 adalah 887 
siswa. Adapun daftar jumlah siswa tiap kelas adalah sebagai berikut : 
Tabel 2. Daftar jumlah siswa SMP Negeri I Polokarto 
No Kelas Jumlah  
1 Kelas VII A 
B 
40 
40 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
40 
40 
40 
40 
41 
42 
2 Kelas VIII A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
3 Kelas IX A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
34 
Jumlah  887 
Sumber: Tata Usaha SMP Negeri I Polokarto 
B. Deskripsi Permasalahan Penelitian 
Berdasarkan data informasi yang berhasil dikumpulkan, maka untuk langkah 
selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data tersebut guna menjawab 
permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sejak awal penelitian. Dalam hal ini 
peneliti menggunakan analisis interaktif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang 
terkumpul kemudian disusun secara sistematis sehingga mempermudah peneliti dalam 
menarik kesimpulan. 
Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi kebijakan pendidikan gratis 
di SMP Negeri I Polokarto tahun ajaran 2008/ 2009. Sesuai dengan rumusan masalah 
yang dikaji sebelumnya, maka deskripsi masalah yang dirumuskan mencakup 
implementasi kebijakan pendidikan gratis, kendala-kendala yang di hadapi dalam 
pelaksanaannya dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, serta 
manfaat dari pelaksanaan pendidikan gratis tersebut pada program wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun. 
 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto 
Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2004-2009 meliputi 
peningkatan akses rakyat terhadap pendidikan, demi mencapai kualitas sumber daya 
manusia Indonesia. Program pemerintah mengenai wajib belajar pendidikan dasar 9 
Tahun masih perlu ditingkatkan mengingat sampai dengan tahun 2003 masih banyak 
anak usia sekolah yang tidak dapat mengikuti pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 
Salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan terutama pada keluarga kurang 
mampu adalah tingginya biaya pendidikan, baik biaya langsung yang meliputi iuran 
sekolah, buku-buku, seragam dan alat tulis maupun biaya tidak langsung yang meliputi 
transportasi, biaya kursus, uang saku dan biaya lain-lain.  
Pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama 
masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan 
mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, 
misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat 
dikatakan tanpa dipungut biaya. Yang dimaksud dengan pendidikan gratis atau sekolah 
gratis itu adalah orang tua tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya 
yang dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada 
dana buku BOS tetapi masih menggunakan buku pendamping, buku-buku latihan atau 
LKS, dan seragam sekolah. Tetapi pemahaman dari orang tua yang kurang, karena 
mereka menganggap yang dimaksud gratis itu adalah biaya secara keseluruhan. 
Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
daerah dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang 
kemudian di susul pemerintah pusat dengan jalan menaikkan biaya satuan BOS yang 
sangat signifikan. 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dilatarbelakangi oleh adanya fakta 
bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di kabupaten Sukoharjo terutama dari 
kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang 
terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya 
pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak di Sukoharjo 
memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah. Kemudian komitmen pemerintah yang juga 
diikuti oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 
20% anggaran untuk pendidikan, melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar 9 Tahun. (lihat catatan lapangan 1, 2,3,4 
dan 7). Adapun yang harus dilakukan oleh sekolah adalah: 
a. Persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
Persiapan yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama dalam hal guru, 
siswa, sekolah dan orang tua. Pihak sekolah tidak henti-hentinya memberikan 
informasi dan sosialisasi kepada guru, siswa dan orang tua agar mereka tidak kaget 
dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Pihak sekolah harus menerima 
kebijakan pendidikan gratis ini karena mungkin dalam mengeluarkan biaya harus 
dipatok di dalam aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah dan tidak lagi menarik 
iuran dari komite atau wali murid. Untuk pihak siswa, orang tua dan guru diberi 
sosialisasi tentang kebijakan pendidikan gratis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman 
bahwa yang dikatakan gratis adalah gratis dalam hal biaya operasionalnya. (lihat 
catatan lapangan 1, 3, 4, dan 7).  
Dalam rangka penyelenggaran pendidikan dasar 9 tahun, pemerintah, orang 
tua dan peserta didik juga mempunyai tanggung jawab terkait dengan biaya satuan 
pendidikan yang sudah diatur dalam PP No. 48 tahun 2008 yang harus dipahami 
betul. Intinya adalah bagi pemerintah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya 
investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan 
oleh pemerintah sampai terpenuhinya standar nasional pendidikan. Bagi siswa dan 
orang tua bertanggung jawab atas biaya pribadi siswa misalnya uang saku/ uang jajan, 
seragam sekolah dan lain sebagainya. Semua itu harus di pahami dan di persiapkan 
sedemikian rupa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.  Dengan 
demikian, hal guru, siswa, sekolah dan orang tua dapat memahami bagaimana 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah 
sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancer sesuai dengan aturan-aturan 
yang sudah ada dalam buku pedoman pelaksanaannya. 
b. Waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis 
Kebijakan pendidikan gratis merupakan kebijakan yang di ambil oleh 
pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Sukoharjo yang dimulai pada tahun 
2007 dan kemudian pada tahun 2009 ini disusul pemerintah pusat yaitu dengan 
adanya kenaikan biaya satuan BOS secara signifikan. Penyaluran dana program 
sekolah gratis baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana program gratis diberikan 
setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap priode. Penyaluran 
dana dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota 
melalui bank pemerintah/pos. (lihat catatan lapangan 1, 2, 3 dan 4). Informan M 
menambahkan untuk tahun 2009 periode pertama sudah dimulai bulan Januari sampai 
Desember 2009 untuk semester 1 dan semester 1 tahun ajaran 20009/2010. 
Penyalurannya setiap periode dilakukan 3 bulan sekali pada awal bulan.  
Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa waktu pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis pada tahun anggaran 2009 akan diberikan selama 12 
bulan untuk periode Januari sampai dengan Desember 2009, yaitu semester 2 tahun 
ajaran 2008/2009 dan semester 2 tahun ajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan 
setiap periode 3 bulanan atau triwulan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-
September dan Oktober-September. Penyaluran juga diharapkan dilakukan di bulan 
pertama setiap triwulannya. 
c. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut diharapkan dapat berjalan 
dengan lancar setelah semua pihak sudah mampu melaksanakan persiapan-persiapan 
yang harus dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kebijakan pendidikan gratis 
adalah untuk menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 
beban biaya operasional sekolah baik di sekolah negeri maupun swasta, 
menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SM negeri terhadap biaya operasional 
sekolah kecuali pada rintisan RSBI dan SBI, meringankan beban biaya operasional 
bagi siswa di sekolah swasta. 
Pihak sekolah wajib menggunakan dana yang sudah diterima tersebut untuk 
pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, sumbangan 
pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya ulangan harian 
dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak 
menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: studytour (karyawisata), 
studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi 
(bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak 
mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung biaya BOS. Dan 
pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan kebijakan tiap-tiap sekolah. 
Serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan menjamin agar biaya-biaya 
tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua. (lihat catatan lapangan 1, 3, 4, 
dan 7). 
Penyaluran dana program sekolah gratis pada mulanya dilakukan oleh  tim 
manajemen provinsi/ kabupaten/ kota dengan mengajukan surat penyediaan dana 
(SPD) ke biro/ bagian keuangan sekretaris provinsi/ kabupaten/ kota sesuai ketentuan. 
Setelah SPD terbit, tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota mengajukan surat 
permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana sekolah gratis sesuai kebutuhan. 
Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPP-LS kemudian 
menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS). Surat itu ditujukan kepada 
biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ kabupaten/kota. Biro/ bagian keuangan Setda 
provinsi/ kabupaten/ kota melakukan verifikasi SPM-LS. Kemudian menerbitkan 
SP2D yang dibebankan kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis 
yang telah dicairkan dari biro/ bagian keuangan setda provinsi/ kabupaten/ kota 
disalurkan ke sekolah/ madrasah/ ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian 
kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga penyalur. 
Setidaknya ada tiga tim yang mengawasi pelaksanaan sekolah gratis ini yaitu tim 
manajemen provinsi, tim manajemen kabupaten/kota dan tim manajemen sekolah/ 
madrasah/ ponpes. (lihat catatan lapangan 3 dan 4). 
Penggunan dana BOS untuk pendidikan gratis sangat bermanfaat sekali 
terutama bagi orang tua dan siswa sendiri karena sangat membantu sekali dalam 
membantu meringankan biaya pendidikan terutama biaya operasional sekolah. Besar 
satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku jika dihitung 
berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB di kota sebesar Rp 400.000,- per 
siswa per tahun dan dikabupaten sebesar Rp 397.000,- per siswa per tahun serta bagi 
SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000,- per siswa per tahun dan Rp 
570.000 ,- per siswa per tahun. Penggunaan dana tersebut sudah di lakukan di SMP N 
I Polokarto dengan baik dengan cara memanage sebaik-baiknya agar semua bisa 
tercukupi. (lihat catatan lapangan 1 dan 4). Jadi penggunaan dana ini harus 
dimanfaatkan seoptimal mungkin agar tidak terjadi suatu hambatan. 
Penggunaan dana BOS untuk pendidikan gratis menjadi tanggungjawab 
lembaga yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang 
serta pelaporan keuangannya. Ada beberapa hal yang harus tercantum didalamnya, 
diantaranya adalah rencana anggaran dan belanja sekolah. Harus terdapat rincian jenis 
kegiatan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana, buku kas, kemudian disertai 
dengan bukti yang sah. Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan aturan dari 
pemerintah. Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan pelaksanaan 
keuangan meliputi penyalran, pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya 
harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi penyusunan laporan 
pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan tertata rapi.  (lihat catatan 
lapangan 1 dan 4). Jadi pertanggungjawaban dana harus membutuhkan pengelolaan 
yang ekstra hati-hati karena dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya harus 
sesuai dengan peraturan dari pemerintah, karena dana BOS merupakan bagian dari 
APBN. 
 
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan 
Gratis di SMP Negeri I Polokarto 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis secara umum di SMP Negeri I 
Polokarto sudah dapat berjalan dengan cukup baik, meskipun demikian masih ditemui 
beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dan membutuhkan upaya untuk 
mengatasinya. Adapun beberapa kendala yang dihadapi pada waktu pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 
Kendala ini bersifat intern bagi sekolah teutama bagi pengelola dana BOS 
dalam menyusun laporan pertanggungjawaban BOS. Hal ini disebabkan karena 
persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kadang dalam 
penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat kekeliruan. Kondisi ini 
ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya.  
Penyusunannya membutuhkan pemikiran yang teliti dan harus di tambah denagn 
jangka waktu yang sangat singkat padahal laporan pertanggungjawaban tersebut 
harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas.  (lihat catatan lapangan 1 
dan 4). Informan M menambahkan bahwa dalam penggunaan dana itu sangat dibatasi 
untuk hal apasaja, padahal kenyataannya banyak pengeluaran yang tidak sesuai 
dengan batasan-batasan penggunaan dana tersebut dan pertanggungjawabannya juga 
harus sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam aturan di buku pedoman 
pelaksanaan pendidikan gratis itu.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka kesulitan dalam laporan 
pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama di dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis. Kesulitan  ini dapat dipengaruhi karena singkatnya jangka waktu 
penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya kejelasan tentang 
pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi 
dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus 
sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman. 
b. Keterlambatan pencairan dana 
Kegiatan yang berlangsung di SMP Negeri I Polokarto memerlukan biaya 
yang harus segera dicukupi. Waktu pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis pada 
tahun anggara 2009 akan diberikan selama 12 bulan untuk periode Januari sampai 
dengan desember 2009, yaitu semester 2 tahun ajaran 2008/2009 dan semester 2 
tahun ajaran 2009/2010. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan atau 
triwulan, yaitu perode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-
September. Penyalurannya dilakukan di bulan pertama setiap triwulannya.  
Yang dimaksud dengan keterlambatan pencairan dana disini adalah tidak 
tepatnya atau kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap 
triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena 
belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam 
proses pembelajaran tersebut. Yang seharusnya awal periode atau awal triwulan 
dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, tetapi kenyataannya pada awal 
tahun ini yaitu bulan maret baru dicairkan. (lihat catatan lapangan 1, 3, dan 4). 
Informan M menambahkan bahwa terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin 
disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah harus 
berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung 
terlebih dahulu. 
Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan dalam 
pencairan dana mungkin disebabkan dengan adanya pembuatan RAPBN oleh 
pemerintah yang di buat pada awal tahun. Oleh sebab itu, maka pihak sekolah harus 
pandai-pandai berfikir bagaimana yang harus dilakukan agar semua kegiatannya bisa 
berjalan dengan lancer yaitu salah satunya harus mencari dana talangan terlebih 
dahhulu, padahal pada kenyataannya kadang dana yang di injam itu lebih besar 
daripada dana yang keluar dari pemerintah. 
c. Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler. 
Anggaran BOS yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional 
akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana BOS 
tidak cukup untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. 
Dalam kenyataannya, kegiatan ekstrakurikuler sangat menunjang kegiatan akademik 
sekolah karena dengan ekstrakurikuler, kualitas sekolah akan terlihat bermutu atau 
tidak. seperti halnya kegiatan lomba, kualitas sebuah sekolahan akan terlihat disitu. 
Penurunan layanan kualitas di sekolah tersebut sangat mungkin terjadi mengingat 
masih banyaknya guru yang belum terjamin kesejehteraannya, apalagi dengan adanya 
kebijakan sekolah gratis, guru-guru tidak lagi dimungkinkan menerima insentif 
khusus dari masyarakat. (lihat catatan lapangan 1,2,3,4). 
Informan M menambahkan bahwa kegiatan di luar jam akademik itu sangat 
banyak macamnya, misalnya kegiatan pramuka, voli, basket, komputer, band dal lain-
lain yang kesemuanya itu membutuhkan sarana dan prasarana agar pelaksanaannya 
berjalan dengan lancar. Padahal dana BOS yang diberikan itu masih kurang apabila 
untuk mencukupi semua yang dibutuhkan dalam kegiatn ekstrakurikuler. Jadi dengan 
kata lain, pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua 
sarana prasaranya tercukupi. Untuk mecukupinya sekolahan harus mencari dana yaitu 
dengan mengajukan proposal kepada pemerintah, tapi kenyataannya menunggu 
lumayan lama untuk turunnya dana itu dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan seadanya 
terlebih dahulu.  
d. Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis 
sepenuhnya 
Pandangan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis ini pada 
awalnya sangat senang sekali karena membantu seluruh biaya pendidikan, baik 
operasional maupun non operasional atau pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa 
dengan adanya pendidikan gratis, orang tua sudah tidak membayar semua keperluan 
di dalam pendidikan anaknya sampai dengan keperluan pribadi siswa seperti seragam 
sekolah. Padahal yang dimaksud gratis disini adalah mengenai pembiayaan seluruh 
kegiatan operasional seperti SPP, biaya dari komite atau dana pembangunan, 
pembiayaan dalam rangka penerimaan siswa baru mulai dari biaya pendaftaran, 
penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, daftar ulang, fotocopy panitia, 
konsumsi panitia, uang lembur panitia dan lain sebagainya. Begitu pula untuk biaya 
penunjang kegiatan belajar mengajar mulai dari pembelian buku referensi dan buku 
teks pelajaran koleksi di perpustakaan. 
Informan M menambahkan bahwa sebagian masyarakat masih belum begitu 
mengerti dengan seksama apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis disini, karena 
sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat tentang pelaksanaan pendidikan gratis 
ini serta aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya 
pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis itu adalah gratis secara 
penuh, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya operasional 
saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini disebabkan 
karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis dalam 
pendidikan gratis disitu.  
 
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Menanggulangi Kendala dalam 
Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto 
Berbagai masalah yang muncul menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto sehingga perlu dicari jalan keluarnya agar 
pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya yaitu sesuai 
dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu. Adapun beberapa usaha atau upaya yang 
dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut diantaranya: 
a. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 
Kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban merupakan kendala yang utama 
di dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Kesulitan  ini dapat dipengaruhi 
karena singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, 
kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan 
penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan 
laporan pertanggungjawabannya harus sesai dengan batasan yang sudah diatur di 
dalam buku pedoman. 
Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama bagi pengelola dana BOS 
dan APBD adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas 
untuk mendapatkan kejelasan sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya 
tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan pengelola dana BOS dan 
APBD dari sekolah lain. Sehingga apabila ada kesalahan akan mudah terdeteksi lebih 
awal sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan 
lancar dan tepat waktu. ( lihat catatan lapangan 1, 2, 3 dan 4)  
b. Keterlambatan pencairan dana 
Pencairan dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang 
seharusnya bulan januari itu sudah keluar tapi bulam maret baru terealisasi. Oleh 
sebab itu, maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu degan 
cara mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD karena keluarnya 
kadang tidak bersamaan, tetapi setelah dana BOS di naikkan dana yang dari APBD 
malah diturunkan, jadi ya masih kurang dan harus mencari dana talangan yang lain 
untuk membiayai operasional sekolah tersebut. Ditambahkan oleh informan M bahwa 
terkadang sekolah juga bingung karena sudah terlanjur menggunakan dana dari 
pinjaman ternyata dana yang keluar lebih sedikit dari pinjaman tersebut. Tapi ya 
memang harus begitu kalau ingin proses pembeajarannya tidak terhambat, karena 
sumber dana sekolah sekarang hanya mengandalkan dari pemerintah pusat dan daerah 
saja. Yang penting semua keperluan yang penting didahulukan dan yang lain ditunda 
terlebih dahulu sampai dananya sudah ada. (lihat catatan lapangan 1, 3, 4dan 7) 
c. Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler. 
Anggaran BOS yang diberikan hanya mencukupi biaya operasional akademis, 
tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar kegiatan akademis. Dana BOS tidak cukup 
untuk memenuhinya karena terserap penuh untuk kegiatan akademik. Padahal 
pelayanan ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana 
prasaranya tercukupi. Untuk mecukupinya sekolahan harus mencari dana yaitu 
dengan mengajukan proposal kepada pemerintah walaupun turunnya dana itu tidak 
tahu kapan terealisasinya. Tetapi di SMP Negeri I Polokarto sudah menjadi SSN atau 
sekolah standar nasional, jadi ada dana khusus yang diberikan pemerintah dalam 
upaya pengembangan siswa. .(lihat catatan lapangan 1, 2, 4dan 5). 
d. Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis 
sepenuhnya 
Adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis yaitu 
gratis secara penuh juga merupakan kendala yang harus di hadapi sehingga 
masyarakat itu mengetahui sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis 
yang dicanangkan oleh pemerintah ini. Padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk 
menggratiskan biaya operasional saja sehingga membantu meringankan biaya 
pendidikan orang tua. Sehingga pihak sekolah memberikan penjelasan tentang 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid 
sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga mereka paham dan 
mengerti. 
 
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 
Pada sub bab ini data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan mandasarkan 
pada variabel-variabel yang dikaji sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya dikaitkan 
teori yang ada, yaitu: 
a. Menurut Harsono (2007: 9) biaya pendidikan dapat digolongkan menjadi 4 menurut 
jenis sumbernya, yaitu: 
1. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah 
2. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat orang tua atau wali murid 
3. Biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh masyarakat bukan orang tua atau 
wali murid, misalnya sponsor dari lembaga keuangan atau sponsor 
4. Lembaga pendidikan itu sendiri. 
 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan biaya 
pendidikan, di SMP Negeri I Polokarto sumber pembiayaan pendidikan terutama 
biaya operasional sekolahnya sudah di tanggung oleh pemerintah yaitu dengan jalan 
menggratiskan biaya pendidikan khususnya biaya operasional sekolah yang 
merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan wajib belajar 
pendidikan dasar 9 tahun. Biaya pendidikan tidak dapat disamakan dengan 
pengeluaran uang yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, dinas pendidikan, dan 
sekolah. Masyarakat orang tua atau murid hanya membiayai keperluan pribadi 
anaknya seperti seragam sekolah, uang jajan, kursus dan lain-lain. 
b. Di dalam Buku Panduan BOS untuk pendidikan gratis dalam rangka mewujudkan 
wajar 9 tahun tahun 2009 terdapat semua informasi dan aturan yang sudah ditetapkan 
untuk pelaksanaan BOS pada tahun 2009 ini. Secara khusus program BOS bertujuan 
untuk: 
1) Menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari 
beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah 
swasta. 
2) Menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya 
operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional 
(RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). 
3) Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah 
swasta. (Depdiknas, 2009: 4) 
 
Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, SMP Negeri I Polokarto sudah 
mampu melaksakan kebijakan pendidikan gratis dengan baik sesuai dengan semua 
aturan yang telah ditetapkan di dalam buku panduan BOS untuk pendidikan gratis 
dalam rangka mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yaitu semua siswa 
sudah digratiskan dari biaya pendidikan khususnya biaya operasional sekolah. 
Kemudian di buku pedoman BOS tersebut juga terdapat aruran seperti persiapan dan 
pelaksanaan yang meliputi penyaluran, pencairan, penggunaan dana serta 
pertanggungjawabannya yang semua itu juga telah dilaksanakan oleh SMP Negeri I 
Polokarto dengan baik. Terbukti masyarakat sangat terbantu dengan adanya kebijakan 
pendidikan gratis dalam hal biaya pendidikan anaknya meskipun masih terdapat 
kendala-kendala dalam pelaksanaannya bagi pihak sekolah sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dalam 
penelitian, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : 
 
1. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 
2008/2009 
a. Latar belakang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis adalah adanya fakta bahwa masih 
banyak anak usia sekolah khususnya di kabupaten Sukoharjo terutama dari kalangan 
ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa 
harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan, 
komitmen pemerintah yang juga diikuti oleh komitmen pemerintah daerah dalam 
menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan, melaksanakan 
amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Dasar 9 
Tahun. 
b. Persiapan yang dilakukan sebelum menerima dana BOS adalah persiapan yang dilakukan 
oleh pihak sekolah terutama dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua.  
c. Waktu penyaluran dana kebijakan pendidikan gratis baik yang bersumber dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan. 
Dana BOS diberikan setiap tiga bulan sekali atau setip triwulan, awal bulan setiap periode. 
Penyaluran dana dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen 
kabupaten/kota melalui bank pemerintah/pos kemudian pengambilannya harus dengan 
tanda tangan kepala sekolah dan bendahara pengelola dana. 
d. Implementasi kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto sudah 
berjalan dengan baik. Dana BOS yang diterima sekolah sudah dipergunakan 
sebagaimana mestinya yaitu untuk pembiayaan pendidikan khususnya biaya 
operasional sekolah. Sedangkan biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan 
memiliki biaya besar, seperti: studytour (karyawisata), studi banding, pembelian 
seragam bagi siswa dan guru untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), 
serta pembelian bahan atau peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, 
semuanya tidak ditanggung biaya BOS.  Besar satuan BOS yang diterima oleh 
sekolah termasuk untuk BOS buku jika dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi 
SD/SDLB di kota sebesar Rp 400.000,- per siswa per tahun dan dikabupaten sebesar 
Rp 397.000,- per siswa per tahun serta bagi SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 
575.000,- per siswa per tahun dan Rp 570.000 ,- per siswa per tahun.  
 
2. Kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Gratis di SMP 
Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009 
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a. Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana yaitu dikarenakan oleh 
singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggungjawaban BOS, kurangnya 
kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang 
sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan 
pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku 
pedoman. 
b. Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran 
dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali 
atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat 
karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan 
operasional dalam proses pembelajaran tersebut.  
c. Penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler. 
Anggaran dana BOS dan dana dari pemerintah daerah yang diberikan hanya 
mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan di luar 
kegiatan akademis.  
d. Anggapan masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. 
Mereka beranggapan bahwa yang dimaksud gratis dalam pendidikan gratis itu adalah gratis 
secara keseluruhan, padahal pendidikan gratis itu ditujukan untuk menggratiskan biaya 
operasional saja sehingga membantu meringankan biaya pendidikan orang tua. Hal ini 
disebabkan karena kurang tahunya masyarakat dengan apa yang dimaksud dengan gratis 
dalam pendidikan gratis.  
 
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk Menanggulangi Kendala dalam Pelaksanaan Kebijakan 
Pendidikan Gratis di SMP Negeri I Polokarto Tahun Ajaran 2008/2009 
a. Mengatasi masalah kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana 
dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas untuk mendapatkan 
kejelasan sehingga penyusunan laporan pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan 
serta mengadakan diskusi dengan pengelola dana BOS dan APBD dari sekolah lain. 
b. Pencairan dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang seharusnya 
bulan januari itu sudah keluar tapi bulan maret baru terealisasi. Oleh sebab itu, maka pihak 
sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu degan cara mencari pinjaman terlebih 
dahulu. 
c. Mengenai masalah penurunan pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler, 
SMP Negeri I Polokarto mengandalkan dana sekolah standar nasional, jadi ada dana khusus 
yang diberikan pemerintah dalam upaya pengembangan siswa tetapi masih kurang 
mencukupi juga. Kemudian juga mengajukan proposal kepada pemerintah. 
d. Adanya pandangan yang keliru tentang kebijakan pendidikan gratis yaitu gratis secara penuh 
juga merupakan kendala yang harus di hadapi sehingga masyarakat itu mengetahui 
sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis yang dicanangkan oleh 
pemerintah. Oleh sebab itu, pihak sekolah memberikan penjelasan tentang pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid sesuai dengan aturan-
aturan dalam buku pedoman sehingga mereka paham dan mengerti. 
 
B. Implikasi  
Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan sebagai hasil penelitian, maka 
implikasinya adalah sebagai berikut : 
1. Implikasi Teoretis 
Pendidikan gratis adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama 
masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan 
mudah. Tujuan kebijakan pendidikan gratis sesuai dengan buku panduan BOS yaitu 
menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya 
operasional sekolah baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, meringankan beban 
biaya operasional bagi siswa di sekolah swasta dan menciptakan sumber daya yang 
berkualitas. Dengan adanya pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis semua anak di 
nusantara dapat mengenyam pendidikan terutama wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. 
 
2. Implikasi Praktis 
Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di SMP Negeri I Polokarto sudah dapat 
berjalan dengan baik. Walaupun tidak seratus persen gratis yaitu hanya biaya operasional 
sekolahnya saja, warga sekolah terutama siswa dan orang tua siswa  sudah dapat 
menikmati manfaat kebijakan pendidikan gratis ini, karena dengan membantu orang tua 
meringankan beban dalam hal membiayai pendidikan anaknya. Meskipun demikian, 
masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan dan segera diatasi yaitu kerumitan 
dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, keterlambatan pencairan dana, 
penurunan pelayanan pendidikan khususnya ekstrakurikuler dan adanya anggapan 
masyarakat bahwa yang dimaksud dengan pendidikan gratis itu adalah gratis sepenuhnya, 
agar pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis itu dapat berjalan secara optimal.  
 
 
C. Saran  
Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka penelti 
mengajukan beberapa saran mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis sebagai 
berikut : 
1. Bagi Pihak Sekolah 
Pihak sekolah hendaknya selalu memberikan sosialisasi kepada wali murid dan seluruh siwa 
mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ini supaya tidak adanya anggapan-
anggapan yang salah. 
2. Bagi Pihak Guru 
Bagi guru hendaknya selalu memberikan motivasi kepada siswa bahwa dengan adanya 
pendidikan gratis maka mereka harus lebih semangat untuk belajar karena sudah tidak 
terbebani dengan masalah biaya. 
3. Bagi Pihak Pemerintah 
a. Pihak pemerintah hendaknya lebih serius dalam memberikan pengarahan tentang 
penyusunan laporan pertanggungjawaban agar  benar dan sesuai dengan buku 
panduannya. 
b. Pemerintah supaya lebih cepat dalam penyusunan anggaran sehingga pencairan dana 
dapat datang tepat waktu sehingga pihak sekolah tidak perlu harus mencari dana 
talangan dulu untuk membiayai keperluan yang sudah berlangsung. 
c. Pemerintah hendaknya memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk 
kegiatan ekstrakurikuler agar kegiatannya itu dapat berlangsung secara optimal. 
 
 
 
  
KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA 
 
Informan 
No Masalah yang dikaji 
KS WK G TU KM WM S BPK 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskripsi Data Umum 
a. Sejarah singkat SMP 
Negeri I Polokarto, 
Sukoharjo 
b. Visi, Misi SMP 
Negeri I Polokarto, 
Sukoharjo 
c. Kondisi lingkungan 
SMP Negeri I 
Polokarto, Sukoharjo 
d. Struktur organisasi 
SMP Negeri I 
Polokarto, Sukoharjo 
e. Perihal guru, siswa, 
dan tenaga 
administrasi SMP 
Negeri I Polokarto, 
Sukoharjo 
Deskripsi Data Khusus 
a. Implementasi 
Kebijakan Pendidikan 
Gratis di SMP Negeri 
I Polokarto tahun 
ajaran 2008/2009 
b. Kendala-kendala yang 
dihadapi dalam 
pelaksanaan kebijakan 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
Lampiran 1 
pendidikan gratis 
c. Upaya-upaya yang 
dilakukan untuk 
menanggulangi 
kendala dalam 
pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Kepala Sekolah dan Bendahara Pengelola Dana BOS 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
Latar belakang pelaksanannya 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ? Metode 
apa yang banyak digunakan guru dalam menyampaikan materi pada umumnya ? 
2. Di Kabupaten Sukoharjo memberikan kebijakan di bidang pendidikan yaitu 
pendidikan gratis, sebenarnya yang apa dimaksud dengan pendidikan gratis atau 
sekolah gratis itu ? Dan yang dimaksud gratis itu dalam hal apa ? 
3. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut? 
4. Mulai tahun anggaran ini, pemerintah pusat juga menggratiskan biaya pendidikan 
sekolah dengan cara menaikkan dana BOS yang lumayan signifikan. Bagaimana 
tanggapan bapak mengenai hal ini? Apakah ada perbedaan antara pemerintah daerah 
dan pusat? 
5. Tujuan apakah yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
Persiapan pelaksanaannya 
6. Bagaimana persiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
7. Bagaimana prosedur penganggaran dana pendidikan gratis tersebut ? 
Waktu pelaksanaannya 
8. Kapan kebijakan pendidikan gratis itu di umumkan dan kapan mulai di laksanakan ?   
Implementasi kebijakan pendidikan gratis 
9. Bagaimana implementasinya di sekolahan? 
10. Dengan adanya biaya operasional sekolah yang gratis, maka bagaimana cara sekolah 
dalam melakukan peningkatan dibidang infrastruktur seperti perbaikan gedung yang 
dimiliki oleh sekolah, pembiayaan kegiatan-kegiatan, dan lain-lain? Apakah ada dana 
khusus yang diberikan oleh pemerintah? 
11. Penggunaan dana pendidikan gratis itu untuk apa saja? 
Lampiran 2 
12. Bagaimana mekanisme penyaluran dananya dan apakah selalu tepat waktu dalam 
penyalurannya itu serta bagaimana pertanggungjawabannya ? 
13. Bagaimana pertanggungjawabannya? 
14. Menurut bapak, bagaimana dampak dilaksanakannya pendidikan gratis ini teradap 
program pemerintah yaitu penuntasan Wajar 9 tahun? 
15. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
16. Upaya apasaja yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kendala-kendala  
tersebut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ? 
2. Menurut anda, dengan cara bagaimana penyampaian materi yang harus dilakukan 
agar siswa bias memahami pelajaran dengan lebih mudah? 
3. Bagaimana kualitas proses pembelajaran di SMP Negeri I Polokarto ini? 
4. Bagaimana tanggapan anda tentang dilaksanakannya kebijakan pendidikan gratis ini? 
5. Bagaimana peranannya dalam penuntasan program wajar 9 tahun di Negara kita ini? 
 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Bendahara Pengelola Dana  
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ? 
2. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan pendidikan gratis yang di adakan 
Kabupaten Sukoharjo? Sejak kapan kebijakan pendiidikan gratis dilaksanakan ? 
3. Bagaimana kesiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
4. Bagaimana prosedur penganggaran dana pendidikan gratis tersebut ? 
5. Bagaimana mekanisme penyaluran dananya dan apakah selalu tepat waktu dalam 
penyalurannya itu serta bagaimana pertanggungjawabannya ? 
6. Kendala apa yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam mengelola dana tersebut? 
7. Upaya apa yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kendala tersebut? 
8. Menurut anda, bagaimana dampak dilaksanakannya pendidikan gratis ini teradap program 
pemerintah yaitu penuntasan Wajar 9 tahun? 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Guru 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ? 
2. Metode apa yang anda gunakan dalam mengajar? 
3. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam menyampaikan materi? 
4. Apa penyebab kesulitan belajar siswa pada umumnya? 
5. Bagaimana tanggapan bapak mengenai dilaksanakannya kebijakan pendiidikan gratis 
ini? 
6. Adakah perubahan yang bapak rasakan setelah dilaksanakannya pendidikan gratis? 
 
 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Ketua Tata Usaha 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
 
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan pendidikan gratis yang di adakan 
Kabupaten Sukoharjo?  
2. Bagaimana kesiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
3. Penggunaan dana pendidikan gratis itu untuk apa saja? 
4. Apakah sudah optimal penggunaannya ataukah masih kurang? 
5. Menurut anda, bagaimana dampak dilaksanakannya pendidikan gratis ini teradap 
program pemerintah yaitu penuntasan Wajar 9 tahun? 
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SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Komite Sekolah dan Orang Tua Siswa 
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Orang Tua Siswa 
1. Tahukah bapak tentang pendidikan gratis? Bagaimana tanggapan anda? 
2. Menurut bapak, bagaimana pengaruh dan manfaat dengan adanya pendidikan gratis 
tersebut? 
3. Apakah ada perubahan yang bapak rasakan dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis ? 
4. Dengan gratisnya biaya operasional sekolah, apakah bapak masih mengalami 
kesulitan dalam hal keuangan ? 
Komite Sekolah 
1. Bapak selaku ketua komite sekolah di SMP N I Polokarto, bagaimana tanggapan anda  
mengenai pendidikan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo ini? 
2. Bagaimana dampaknya bagi pendidikan di Kabupaten Sukoharjo? 
Judul Penelitian : “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS DI 
SMP NEGERI I POLOKARTO, SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2008/2009” 
Pedoman Wawancara  
Untuk Siswa 
SMP Negeri I Polokarto, Sukoharjo 
 
1. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi dan kesulitan apa yang adik 
hadapi dalam menerima pelajaran ? 
2. Menurut adik, apakah proses pembelajaran yang dilakukan SMP Negeri I Polokarto 
ini sudah berjalan dengan lancar? 
3. Adik tahu tentang kebijakan tentang pendidikan gratis? Bagaimana tanggapan adik ? 
4. Apakah ada perubahan yang adik rasakan dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis ? 
FIELD NOTE 1 
Hari, tanggal  : Selasa, 23 Juli 2009 
Waktu   : Pukul 10.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Ruang kepala sekolah 
Sumber Data  : A 
Jabatan  : Kepala sekolah 
 
17. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ? 
Metode apa yang banyak digunakan guru dalam menyampaikan materi pada 
umumnya ? 
Jawaban:  
Pelaksanaan PBM disini dimulai dari jam 07.00 dan dilaksanakan sesai jadwal 
yang sudah ditetapkan. Proses pembelajaran disini ya sudah lumayan berjalan 
dengan baik. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto ini sudah lumayan 
berjalan dengan baik. 
18. Di Kabupaten Sukoharjo memberikan kebijakan di bidang pendidikan yaitu 
pendidikan gratis, sebenarnya yang apa dimaksud dengan pendidikan gratis atau 
sekolah gratis itu ? Dan yang dimaksud gratis itu dalam hal apa ? 
Jawaban: 
Mulai tahun 2007 Kabupaten sukoharjo sudah lebih dahulu mencanangkan 
kebijakan pendidikan gratis dan kemudian mulai tahun ini pemerintah menaikkan 
dana satuan BOS yang dipergunakan untuk sekolah gratis. dimaksud dengan gratis 
disini adalah anak atau orang tua tidak dipungut biaya, dalam hal apa khususnya 
biaya operasional. Kalau biaya yang dipergunakan siswa mestinya ya bayar 
sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada dana buku BOS tetapi kan masih ada 
buku pendamping, mungkin buku-buku latihan atau LKS, dan seragam sekolah 
juga membayar sendiri. Tapi kadang pemahaman orang tua yang kurang, mereka 
beranggapan bahwa yang dimaksud gratis itu blas tidak membayar. Karena dana 
yang diberikan dari pemerintah juga sangat terbatas walaupun biaya satuannya 
sudah dinaikkan. 
Tanggapan peneliti : 
Pendidikan gratis atau sekolah gratis adalah kebijakan yang diambil oleh 
kabupaten Sukoharjo pada tahun 2007 dan ada tahun ini di susul oleh pemerintah 
pusat dengan jalan menaikkan biaya satuan BOS. Yang dimaksud gratis adalah 
orang tua tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang 
dipergunakan siswa harus dibiayai sendiri. 
19. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut? 
Jawaban : 
Yang pastinya untuk memberikan kesempatan kepada semua anak di Pemkab 
Sukoharjo khususnya yang sudah usia sekolah harus bisa sekolah, terutama untuk 
mengejar wajar dikdas 9 tahun dan membantu meringankan orang tua dalam 
membiayai pendidikan. Jadi agar semua anak di kabupaten sukoharjo itu bisa 
sekolah. 
Tanggapan peneliti : 
Latar belakang pendidikan gratis adalah memberikan kesempatan kepada semua 
anak di Pemkab Sukoharjo khususnya yang sudah usia sekolah harus bisa sekolah, 
terutama untuk mengejar wajar dikdas 9 tahun dan membantu meringankan orang 
tua dalam membiayai pendidikan.  
20. Mulai tahun anggaran ini, pemerintah pusat juga menggratiskan biaya pendidikan 
sekolah dengan cara menaikkan biaya satuan BOS yang lumayan signifikan. 
Bagaimana tanggapan bapak mengenai hal ini? Apakah ada perbedaan antara 
pemerintah daerah dan pusat? 
Jawaban : 
Tanggapan saya seperti yang tadi, untuk Pemda Sukoharjo sendiri sebenarnya 
sudah gratis dulu sebelum ada kebjakan dari pusat. Sebagian biaya ditopang dari 
APBD, tapi ternyata setelah BOS dinaikkan dana dari APBD malah dikurangi, 
sehingga saya kira program di pemda dan dipusat itu sama saja. 
Tanggapan peneliti: 
SMP Negeri I Polokarto tidak begitu kaget dengan adanya pemerintah pusat 
menggratiskan biaya pendidikan sekolah dengan cara menaikkan biaya satuan 
BOS yang lumayan signifikan pada tahun ini karena kabupaten Sukoharjo sendiri 
sudah melaksanakannya sejak tahun 2007. 
21. Tujuan apakah yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
Jawaban : 
Tujuan yang ingin dicapai menurut saya sama saja dengan apa yang menjadi latar 
belakangnya, yaitu agar semua anak di abupaten skoharjo bisa mengenyam 
pendidikan minimal wajar dikdas 9 tahun.  
Tanggapan peneliti: 
Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan gratis sama dengan latar 
belakangnya yaitu agar semua anak di abupaten skoharjo bisa mengenyam 
pendidikan minimal wajar dikdas 9 tahun. 
Persiapan pelaksanaannya 
22. Bagaimana persiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
Jawaban: 
Persiapannya mungkin dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua. Pihak 
sekolah tidak henti-hentinya memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, 
siswa dan orang tua agar mereka tidak kaget. Pihak sekolah tidak henti-hentinya 
memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, siswa dan orang tua agar 
mereka tidak kaget dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Pihak sekolah 
harus menerima kebijakan pendidikan gratis ini karena mungkin dalam 
mengeluarkan biaya harus dipatok di dalam aturan yang sudah dibuat oleh 
pemerintah dan tidak lagi menarik iuran dari komite atau wali murid. Untuk pihak 
siswa, orang tua dan guru diberi sosialisasi tentang kebijakan pendidikan gratis ini 
agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa yang dikatakan gratis adalah gratis dalam 
hal biaya operasionalnya. 
Tanggapan peneliti: 
Persiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan pendidikan 
gratis adalah dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua. Pihak sekolah tidak 
henti-hentinya memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, siswa dan orang 
tua agar mereka tidak kaget. 
Waktu pelaksanaannya 
23. Kapan kebijakan pendidikan gratis itu di umumkan dan kapan mulai di 
laksanakan ?   
Jawaban: 
Kalau tanggalnya saya lupa, tapi yang jelas pada tahun 2007 dan dilaksanakan juga 
pada tahun tersebut. Kalau yang pemerintah pusat dimulai pada tahun ini 2009. 
Penyaluran dana program sekolah gratis baik yang bersumber dari pemerintah 
pusat maupun pemerintah daerah dilakukan secara bertahap sesuai dengan 
ketentuan. Dana program gratis diberikan setiap tiga bulan sekali atau setiap 
triwulan, awal bulan setiap priode. Penyaluran dana dilaksanakan tim manajemen 
provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota melalui bank pemerintah/pos. 
Tanggapan peneliti: 
Kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2007 dan dari 
pemerintah pusat dimulai tahun 2009. Penyaluran dana program sekolah gratis 
baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana program gratis diberikan setiap tiga 
bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap priode. Penyaluran dana 
dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota 
melalui bank pemerintah/pos. 
Implementasi kebijakan pendidikan gratis 
24. Bagaimana implementasinya di sekolahan? 
Jawaban : 
Dengan adanya kebijakan itu, sekolah-sekolah di sukoharjo agak klabakan pada 
awalnya. Mereka bingung bagaimana harus melaksanakannya, padahal dulu bisa 
menarik dana dari orang tua atau komite tapi sekarang sudah tanpa pungutan dari 
mana-mana. Dan itu saja kapan keluar dananya tidak cetho atau tidak tepat waktu, 
jadi ya harus ngutang-ngutang dulu atau gimana caranya untuk menutup dulu 
untuk operasional, padahal kadang dana yang keluar itu lebih sedikit daripaa dana 
yang pinjam itu. Jadi, yang paling penting dengan adanya pendidikan gratis itu 
sekolah harus pandai-pandai memanage, kalau tidak begitu sekolahan ya tidak 
mungkin jalan. Pihak sekolah menggunakan dana yang sudah diterima tersebut 
untuk pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, 
sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP), pembelian buku teks pelajaran, biaya 
ulangan harian dan ujian, serta biaya perawatan operasional sekolah. Sedangkan 
biaya yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memiliki biaya besar, seperti: 
studytour (karyawisata), studi banding, pembelian seragam bagi siswa dan guru 
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), serta pembelian bahan atau 
peralatan yang tidak mendukung kegiatan sekolah, semuanya tidak ditanggung 
biaya BOS. Dan pemungutan biaya tersebut juga akan tergantung dengan 
kebijakan tiap-tiap sekolah. Serta tentunya pemerintah akan terus mengawasi dan 
menjamin agar biaya-biaya tersebut tidak memberatkan para siswa dan orangtua. 
Tanggapan peneliti: 
Implementasi kebijakan pendidikan gratis di sekolah sdah berjalan lumayan baik, 
pada awalnya sekolah-sekolah di sukoharjo agak klabakan dan bingung 
bagaimana harus melaksanakannya, padahal dulu bisa menarik dana dari orang 
tua atau komite tapi sekarang sudah tanpa pungutan dari mana-mana. Dan 
dananya itu ga tau kapan keluarnya. Tapi lama-kelamaan sekolah sudah terbiasa. 
25. Dengan adanya biaya operasional sekolah yang gratis, maka bagaimana cara 
sekolah dalam melakukan peningkatan dibidang infrastruktur seperti perbaikan 
gedung yang dimiliki oleh sekolah, pembiayaan kegiatan-kegiatan, dan lain-lain? 
Apakah ada dana khusus yang diberikan oleh pemerintah? 
Jawaban : 
Untuk alokasi anggaran yang ada di BOS itu hanya perbaikan-perbaikan saja, 
untuk rehab-rehab gedung kita hanya mengandalkanbantuan dari pemerintah 
pusat, daerah dan lain-lain, bisa di APBN bisa di APBD. Jadi kalau mau merehab-
rehab itu hanya mengandalkan itu saja sebab sudah tidak bisa menarik dari orang 
tua. Adapun caranya mendapatkan bantuan itu adalah dengan cara mengajukan 
proposal, bangunan-bangunan yang rsak dipotret kemudian dikirim ke dinas dan 
ditindaklanjuti disana. Kalau dulu misalkan pagar sudah mau roboh ya langsung 
dirobohkan aja dan dibangun oleh komite. 
Tanggapan peneliti: 
Cara sekolah dalam melakukan peningkatan dibidang infrastruktur seperti 
perbaikan gedung yang dimiliki oleh sekolah, pembiayaan kegiatan-kegiatan, dan 
lain-lain adalah dengan cara mengajukan proposal, bangunan-bangunan yang rsak 
dipotret kemudian dikirim ke dinas dan ditindaklanjuti disana, karena alokasi 
anggaran yang ada di BOS itu hanya perbaikan-perbaikan saja, untuk rehab-rehab 
gedung kita hanya mengandalkanbantuan dari pemerintah pusat, daerah dan lain-
lain, bisa di APBN bisa di APBD. 
26. Penggunaan dana pendidikan gratis itu untuk apa saja? 
Jawaban:  
Penggunaan dananya semua sudah ada dalam buku panduan BOS tahun 2009. 
(peneliti dipinjami buku panduan BOS untuk pendidikan gratis tahun 2009). 
Adapun besar satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku 
jika dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB di kota sebesar Rp 
400.000,- per siswa per tahun dan dikabupaten sebesar Rp 397.000,- per siswa per 
tahun serta bagi SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000,- per siswa per 
tahun dan Rp 570.000 ,- per siswa per tahun. Penggunaan dana tersebut sudah di 
lakukan di SMP N I Polokarto dengan baik dengan cara memanage sebaik-
baiknya agar semua bisa tercukupi. 
Tanggapan peneliti: 
Penggunaan dananya semua sudah tercantum dalam buku panduan BOS, adapun 
besar satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku jika 
dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB di kota sebesar Rp 
400.000,- per siswa per tahun dan dikabupaten sebesar Rp 397.000,- per siswa per 
tahun serta bagi SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000,- per siswa per 
tahun dan Rp 570.000 ,- per siswa per tahun. Penggunaan dana tersebut sudah di 
lakukan di SMP N I Polokarto dengan baik dengan cara memanage sebaik-
baiknya agar semua bisa tercukupi. 
27. Bagaimana mekanisme penyaluran dananya dan apakah selalu tepat waktu dalam 
penyalurannya itu serta bagaimana pertanggungjawabannya ? 
Jawaban: 
Penyaluran dananya untuk periode triwulan agak lambat karena bulan maret itu 
dananya baru keluar, tapi pada triwulan berikutnya sudah lumayan tepat. 
28. Bagaimana pertanggungjawabannya? 
Jawaban: 
Penggunaan dana BOS untuk pendidikan gratis menjadi tanggungjawab lembaga 
yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta 
pelaporan keuangannya. Ada beberapa hal yang harus tercantum didalamnya, 
diantaranya adalah rencana anggaran dan belanja sekolah. Harus terdapat rincian 
jenis kegiatan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana, buku kas, kemudian 
disertai dengan bukti yang sah. Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan 
aturan dari pemerintah. Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan 
pelaksanaan keuangan meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan dan 
pertanggungjawabannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi 
penyusunan laporan pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan 
tertata rapi. 
Tanggapan peneliti: 
Pertanggungjawaban dana pendidikan gratis menjadi tanggungjawab lembaga 
yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta 
pelaporan keuangannya. Ada beberapa hal yang harus tercantum didalamnya, 
diantaranya adalah rencana anggaran dan belanja sekolah. Harus terdapat rincian 
jenis kegiatan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana, buku kas, kemudian 
disertai dengan bukti yang sah. Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan 
aturan dari pemerintah. Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan 
pelaksanaan keuangan meliputi penyalran, pencairan, pengelolaan dan 
pertanggungjawabannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi 
penyusunan laporan pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan 
tertata rapi. 
29. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
Jawaban:  
Yang pertama adalah kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 
yang disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, 
sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat 
kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan 
pertanggungjawabannya. Kemudian terlambatnya pencarairan dana, penurunan 
pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan 
masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. 
Tanggapan peneliti: 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis tersebut adalah kerumitan dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban, terlambatnya pencarairan dana, penurunan pelayanan 
pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan masyarakat dengan 
adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. 
 
30. Upaya apasaja yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kendala-kendala  
tersebut? 
Jawaban: 
Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dan 
APBD adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas 
untuk mendapatkan kejelasan sehingga penyusunan laporan 
pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan 
pengelola dana BOS dan APBD dari sekolah lain. Apabila ada kesalahan akan 
mudah terdeteksi lebih awal sehingga penyusunan laporan 
pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pencairan 
dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang seharusnya 
bulan januari itu sudah keluar tapi bulam maret baru terealisasi. Oleh sebab itu, 
maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu degan cara 
mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD karena keluarnya 
kadang tidak bersamaan, tetapi setelah dana BOS di naikkan dana yang dari 
APBD malah diturunkan, jadi ya masih kurang dan harus mencari dana talangan 
yang lain untuk membiayai operasional sekolah. Pihak sekolah memberikan 
penjelasan tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat 
atau orang tua murid sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga 
mereka paham dan mengerti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 2 
Hari, tanggal  : Kamis, 21 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 08.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Ruang guru 
Sumber Data  : B 
Jabatan  : Wakil kepala sekolah 
 
7. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto dan metode 
apa yang digunakan dalam mengajar agar siswa bisa memahami pelajaran dengan 
lebih mudah? 
Jawaban :  
Proses pembelajaran secara umum disini sudah berjalan dengan baik. Penyampaian 
materi harus menggunakan metode-metode yang bisa memicu daya tarik siswa 
sehingga siswa tidak mudah merasa bosan dan tidak ramai sendiri seperti metode 
yang sering dilakukan oleh kebanyakan guru yaitu metode ceramah. Untuk sekarang 
sudah mulai ada perubahan yaitu menggunakan metode diskusi atau “troble solving”, 
jadi dalam KBM itu siswa berdiskusi dengan temannya dan dipandu oleh guru 
mapelnya. Dengan begitu siswadapat memecahkan suatu permasalahan bersama-
sama. Jadi siswa bisa memahami pelajaran dengan lebih mudah. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto sudah berjalan dengan 
baik. Penyampaian materi sudah mulai menggunakan metode-metode yang bisa 
memicu daya tarik siswa sehingga siswa tidak mudah merasa bosan dan tidak ramai 
sendiri, seperti diskusi kelompok. 
8. Bagaimana kualitas proses pembelajaran di SMP Negeri I Polokarto ini? 
Jawaban :  
Kaau menurut saya, kualitasnya malah cenderung menurun mbak dagipada tahun-
tahun yang lalu. Ya saya tidak begitu tahu apa sebenarnya penyebabnya itu, mungkin 
bias saja karena bertambahnya kelas yang mungkin perhatian guru yang semula 
hanya untuk sedikit kelas sekarang bertambah banyak kelas, jadi guru tidak begitu 
tahu bagaimana potensi anak didiknya keseluruhan. Selain itu, pemikiran semua 
siswa itu kan tidak mungkin sama, ada yang berfikir karena dia bersekolah dengan 
gratis maka dia harus belajar dengan baik agar hasilnya optimal, tetapi ada juga yang 
berfikir masa bodoh dengan adanya sekolah gratis itu, jadi dia sama saja dengan dulu. 
Tanggapan peneliti : 
Jadi kualitas proses pembelajaran di SMP N I Polokarto cenderung menurun. Itu 
semua salah satunya disebabkan oleh perhatian guru yang kurang meluas karena 
adanya penambahan kelas baru. Selain itu bisa dikarenakan pemikiran siswa tentang 
sekolah gratis itu tidak sama. 
9. Bagaimana tanggapan anda tentang dilaksanakannya kebijakan pendidikan gratis ini? 
Jawaban :  
Bagus mbak, jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah terbukti sangat 
memperdulikan nasib anak bangsa kita terutama di kabupaten sukoharjo ini dan 
sekarang mulai tahun ini pemerintah pusat juga telah menggratiskan biaya 
operasional sekolah melalui penaikan atau penambahan biaya satuan BOS sebagai 
peran serta pemerintah dalam rangka penuntasan wajar 9 tahun yang bermutu. 
Tanggapan peneliti : 
Kebijakan pendidikan gratis terbukti sangat memperdulikan nasib anak bangsa kita 
terutama di kabupaten sukoharjo dan mulai tahun ini pemerintah pusat juga telah 
menggratiskan biaya operasional sekolah melalui penaikan atau penambahan biaya 
satuan BOS yang signifikan sebagai peran serta pemerintah dalam rangka penuntasan 
wajar 9 tahun. 
10. Bagaimana peranannya dalam penuntasan program wajar 9 tahun di Negara kita ini? 
 
 
 
Jawaban :  
Sangat berperan sekali, penuntasan wajar 9 tahun bisa berjalan dengan lancer karena 
tidak akan dipersoalkan dengan masalah biaya yang memang sangat tinggi.  
Tanggapan peneliti : 
Kebijakan pendidikan gratis berperan sekali dalam penuntasan wajar 9 tahun karena 
biaya sekolah sudah tidak jadi masalah sehingga orang tua tidak merasa khawatir 
apabila ananya mengenyam dunia pendidikan. 
11. Apasaja dampak yang timbul setelah dilaksanakannya pendidikan gratis? Bagaimana 
cara mengatasinya? 
Jawaban :  
Dampak positifnya yang dapat dilihat adalah siswa, orang tua dan masyarakat merasa 
sangat senang karena biayanya gratis. Adapun dampak negatifnya ya seperti yang 
saya utarakan tadi, kualitasnya malah cenderung menurun mbak daripada tahun-tahun 
yang lalu. Penyebabnya itu mungkin bisa saja karena bertambahnya kelas yang 
mungkin perhatian guru yang semula hanya untuk sedikit kelas sekarang bertambah 
banyak kelas, jadi guru tidak begitu tahu bagaimana potensi anak didiknya 
keseluruhan. Selain itu, pemikiran semua siswa itu kan tidak mungkin sama, ada yang 
berfikir karena dia bersekolah dengan gratis maka dia harus belajar dengan baik agar 
hasilnya optimal, tetapi ada juga yang berfikir masa bodoh dengan adanya sekolah 
gratis itu, jadi dia sama saja dengan dulu. Untuk pihak sekolah, selama sarana 
prasarananya sudah mencukupi ya mungkain tidak begitu masalah, tetapi apabila 
tidak mencukupi ya di terima apa adanya, jadi proses pembelajarannya ya mungkin 
agk terhambat. Dan untuk biaya-biaya lainnya, misalkan untuk pengadaan acara apa 
itu sekolah harus membuat proposal untuk pengajuan dana. 
Tanggapan peneliti : 
Dampak positifnya yang dapat dilihat adalah siswa, orang tua dan masyarakat merasa 
sangat senang karena biayanya gratis. Dampak negatifnya adalah kualitasnya 
cenderung menurun, penyebabnya itu mungkin bisa saja karena bertambahnya kelas 
yang mungkin perhatian guru yang semula hanya untuk sedikit kelas sekarang 
bertambah banyak kelas, jadi guru tidak begitu tahu bagaimana potensi anak didiknya 
keseluruhan dan pemikiran semua siswa itu kan tidak mungkin sama, ada yang 
berfikir karena dia bersekolah dengan gratis maka dia harus belajar dengan baik agar 
hasilnya optimal, tetapi ada juga yang berfikir masa bodoh dengan adanya sekolah 
gratis itu, jadi dia sama saja dengan dulu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FIELD NOTE 3 
Hari, tanggal  : Selasa, 02 Juni 2009 
Waktu   : Pukul 09.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Ruang TU 
Sumber Data  : S 
Jabatan  : Bendahara Pengelola Dana APBD 
 
1. Bagaimana tanggapan anda mengenai kebijakan pendidikan gratis yang di adakan 
Kabupaten Sukoharjo? Sejak kapan kebijakan pendiidikan gratis dilaksanakan ? 
Jawaban :  
Sangat bagus mbak, dapat meringankan orang tua siswa di dalam membiayai biaya 
pendidikan.  
2. Bagaimana kesiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
Jawaban :  
Mengkalkulasi rencana kebutuhan sehari-hari sekolah selama 1 tahun anggaran 
kemudian diajukan kepada pemerintah daerah. 
3. Bagaimana prosedur penganggaran dana pendidikan gratis tersebut ? 
Jawaban :  
Sumber dana ada 2 yaitu dari APBD dan BOS. Cuma kalau dirasakan kurang ya pasti 
kurang, karena itu hanya sebatas operasional saja dan untuk keperluan yang lain-lain 
belum bisa. Pelaksanaannya tergantung bagaimana pandai-pandainya sekolah 
memanage dana itu, biasanya keperluan yang penting didahulukan dan yang kurang 
penting ditunda dahulu.  
4. Bagaimana mekanisme penyaluran dananya dan apakah selalu tepat waktu dalam 
penyalurannya itu serta bagaimana pertanggungjawabannya ? 
Jawaban :  
Selalu tepat waktu, yaitu pencairan dananya setiap 3 bulan atau triwulan dalam tahun 
anggaran. 
FIELD NOTE 4 
Hari, tanggal  : Sabtu, 19 Juli 2009 
Waktu   : Pukul 09.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Ruang TU 
Sumber Data  : M 
Jabatan  : Bendahara Pengelola Dana BOS 
 
A. Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis 
Latar belakang pelaksanannya 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto? Metode 
apa yang banyak digunakan guru dalam menyampaikan materi pada umumnya ? 
Jawaban :  
Kalau secara umum kita sudah mengarah pada CTL, ya meskipun berapa kadarnya 
tapi secara umum pembelajaran disini sudah mengarah pada metode CTL sebab 
tuntutan SSN kan seperti itu. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto sudah mengarah 
pada metode CTL sebab tuntutan SSN seperti itu. 
2. Di Kabupaten Sukoharjo memberikan kebijakan di bidang pendidikan yaitu 
pendidikan gratis, sebenarnya yang apa dimaksud dengan pendidikan gratis atau 
sekolah gratis itu ? Dan yang dimaksud gratis itu dalam hal apa ? 
Jawaban : 
Yang dimaksud dengan gratis disini adalah anak atau orang tua tidak dipungut 
biaya, dalam hal apa khususnya biaya operasional. Kalau biaya yang dipergunakan 
siswa mestinya ya bayar sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada dana buku 
BOS tetapi kan masih ada buku pendamping, mungkin buku-buku latihan atau 
LKS, dan seragam sekolah juga membayar sendiri. Tapi kadang pemahaman orang 
tua yang kurang, mereka beranggapan bahwa yang dimaksud gratis itu blas tidak 
membayar. Lha kalau begitu operasionalnya juga darimana coba? Karena dana 
yang diberikan dari pemerinytah juga sangat terbatas walaupun biaya satuannya 
sudah dinaikkan. 
Tanggapan peneliti : 
Yang dimaksud dengan pendidikan gratis atau sekolah gratis itu adalah orang tua 
tidak dipungut biaya khususnya biaya operasional, tapi biaya yang dipergunakan 
siswa harus dibiayai sendiri, misalnya buku, meskipun sudah ada dana buku BOS 
tetapi masih menggunakan buku pendamping, buku-buku latihan atau LKS, dan 
seragam sekolah. Tetapi pemahaman dari orang tua yang kurang, karena mereka 
menganggap yang dimaksud gratis itu adalah biaya secara keseluruhan. 
3. Apa yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut? 
Jawaban : 
Sebenarnya kalau latar belakang tepatnya saya kurang tahu, tapi secara singkat 
latar belakang kebijakan pendidikan gratis itu yaitu untuk memberi kesempatan 
kepada semua anak di Pemkab Sukoharjo khususnya yang sudah usia sekolah 
harus bisa sekolah, terutama untuk mengejar wajar dikdas 9 tahun, mestinya kan 
begitu. Sebab sebagian besar masalahnya adalah masalah biaya, SD putus SD 
putus, menurut saya latar belakangnya seperti itu. Jadi agar semua anak di 
kabupaten sukoharjo itu bisa sekolah. 
Tanggapan peneliti : 
Yang menjadi latar belakang kebijakan pendidikan gratis adalah banyaknya anak 
yang belum bisa mengenyam pendidikan terutama wajar dikdas 9 tahun, jadi 
dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak di sukoharjo memperoleh 
kesempatan untuk bisa sekolah. 
4. Mulai tahun anggaran ini, pemerintah pusat juga menggratiskan biaya pendidikan 
sekolah dengan cara menaikkan dana BOS yang lumayan signifikan. Bagaimana 
tanggapan bapak mengenai hal ini? Apakah ada perbedaan antara pemerintah 
daerah dan pusat? 
Jawaban : 
Tanggapan saya, untuk Pemda Sukoharjo sendiri sebenarnya sudah gratis dulu 
sebelum ada kebjakan dari pusat. Sebagian biaya ditopang dari APBD, tapi 
ternyata setelah BOS dinaikkan dana dari APBD malah dikurangi, sehingga saa 
kira program di pemda dan dip sat itu sama saja. 
5. Tujuan apakah yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
Jawaban : 
Tujuan yang ingin dicapai menurut saya sama saja dengan apa yang menjadi latar 
belakangnya, aitu agar semua anak di abupaten skoharjo bisa mengenyam 
pendidikan minimal wajar dikdas 9 tahun.  
Tanggapan peneliti : 
Tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan pendidikan gratis sama dengan latar 
belakangnya yaitu agar semua anak di abupaten skoharjo bisa mengenyam 
pendidikan minimal wajar dikdas 9 tahun. 
Persiapan pelaksanaannya 
6. Bagaimana persiapan yang dilakukan sekolah sebelum dilaksanakannya kebijakan 
pendidikan gratis tersebut ? 
Jawaban: 
Persiapannya mungkin dalam hal guru, siswa, sekolah dan orang tua. Pihak 
sekolah tidak henti-hentinya memberikan informasi dan sosialisasi kepada guru, 
siswa dan orang tua agar mereka tidak kaget. 
Tanggapan peneliti : 
Pihak siswa, orang tua dan guru diberi sosialisasi tentang kebijakan pendidikan 
gratis ini agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa yang dikatakan gratis adalah 
gratis dalam hal biaya operasionalnya. 
7. Bagaimana prosedur penganggaran dana pendidikan gratis tersebut ? 
Jawaban : 
Kemarin sudah berjalan, jadi sumber dana ada 2 yaitu dari APBD dan BOS. Cuma 
kalau dirasakan kurang ya pasti kurang, karena itu hanya sebatas operasional saja 
dan untuk keperluan yang lain-lain belum bisa. Pelaksanaannya tergantung 
bagaimana pandai-pandainya sekolah memanage dana itu, biasanya keperluan 
yang penting didahulukan dan yang kurang penting ditunda dahulu.  
Waktu pelaksanaannya 
8. Kapan kebijakan pendidikan gratis itu di umumkan dan kapan mulai di laksanakan 
?   
Saya tepatnya agak lupa kalo yang pemda, kira-kira tahun 2007 sudah digratiskan. 
Kalau yang pusat mulai tahun ini yaitu mulai bulan Januari tapi pencairan dana 
untuk triwulan pertamanya adalah bulan maret sekitar tanggal 11, tahun 2009 
periode pertama sudah dimulai bulan Januari sampai Desember 2009 untuk 
semester 1 dan semester 1 tahun ajaran 20009/2010. Penyalurannya setiap periode 
dilakukan 3 bulan sekali pada awal bulan.  
Tanggapan peneliti: 
Kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Sukoharjo dimulai tahun 2007 dan dari 
pemerintah pusat dimulai tahun 2009. Penyaluran dana program sekolah gratis 
baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dilakukan 
secara bertahap sesuai dengan ketentuan. Dana program gratis diberikan setiap tiga 
bulan sekali atau setiap triwulan, awal bulan setiap priode. Penyaluran dana 
dilaksanakan tim manajemen provinsi kepada tim manajemen kabupaten/kota 
melalui bank pemerintah/pos. 
Implementasi kebijakan pendidikan gratis 
9. Bagaimana implementasinya di sekolahan? 
Jawaban : 
Dengan adanya kebijakan itu, sekolah-sekolah di sukoharjo agak klabakan pada 
awalnya. Mereka bingung bagaimana harus melaksanakannya, padahal dulu bisa 
menarik dana dari orang tua atau komite tapi sekarang sudah tanpa pungutan dari 
mana-mana. Dan itu saja kapan keluar dananya tidak cetho atau tidak tepat waktu, 
jadi ya harus ngutang-ngutang dulu atau gimana caranya untuk menutup dulu 
untuk operasional, padahal kadang dana yang keluar itu lebih sedikit daripaa dana 
yang pinjam itu. Jadi, yang paling penting dengan adanya pendidikan gratis itu 
sekolah harus pandai-pandai memanage, kalau tidak begitu sekolahan ya tidak 
mungkin jalan. 
10. Dengan adanya biaya operasional sekolah yang gratis, maka bagaimana cara 
sekolah dalam melakukan peningkatan dibidang infrastruktur seperti perbaikan 
gedung yang dimiliki oleh sekolah, pembiayaan kegiatan-kegiatan, dan lain-lain? 
Apakah ada dana khusus yang diberikan oleh pemerintah? 
Jawaban : 
Alokasi anggaran yang ada di BOS itu hanya perbaikan-perbaikan saja, untuk 
rehab-rehab gedung kita hanya mengandalkanbantuan dari pemerintah pusat, 
daerah dan lain-lain, bisa di APBN bisa di APBD. Jadi kalau mau merehab-rehab 
itu hanya mengandalkan itu saja sebab sudah tidak bisa menarik dari orang tua. 
Adapun caranya mendapatkan bantuan itu adalah dengan cara mengajukan 
proposal, bangunan-bangunan yang rsak dipotret kemudian dikirim ke dinas dan 
ditindaklanjuti disana. Kalau dulu misalkan pagar sudah mau roboh ya langsung 
dirobohkan aja dan dibangun oleh komite. 
Tanggapan peneliti : 
Cara sekolah dalam melakukan peningkatan dibidang infrastruktur seperti 
perbaikan gedung yang dimiliki oleh sekolah, pembiayaan kegiatan-kegiatan, dan 
lain-lain adalah dengan cara mengajukan proposal, bangunan-bangunan yang rsak 
dipotret kemudian dikirim ke dinas dan ditindaklanjuti disana, karena alokasi 
anggaran yang ada di BOS itu hanya perbaikan-perbaikan saja, untuk rehab-rehab 
gedung kita hanya mengandalkanbantuan dari pemerintah pusat, daerah dan lain-
lain, bisa di APBN bisa di APBD. 
11. Penggunaan dana pendidikan gratis itu untuk apa saja? 
Jawaban : 
Penggunaan dananya semua sudah ada dalam buku panduan BOS tahun 2009 ini. 
Besar satuan BOS yang diterima oleh sekolah termasuk untuk BOS buku jika 
dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu bagi SD/SDLB di kota sebesar Rp 
400.000,- per siswa per tahun dan dikabupaten sebesar Rp 397.000,- per siswa per 
tahun serta bagi SMP/SMPLB/SMPT di kota sebesar Rp 575.000,- per siswa per 
tahun dan Rp 570.000 ,- per siswa per tahun. Penggunaan dana tersebut sudah di 
lakukan di SMP N I Polokarto dengan baik dengan cara memanage sebaik-
baiknya agar semua bisa tercukupi. 
12. Bagaimana mekanisme penyaluran dananya dan apakah selalu tepat waktu dalam 
penyalurannya itu serta bagaimana pertanggungjawabannya ? 
Jawaban : 
Penyaluran dana program sekolah gratis pada mulanya dilakukan oleh  tim 
manajemen provinsi/ kabupaten/ kota dengan mengajukan surat penyediaan dana 
(SPD) ke biro/ bagian keuangan sekretaris provinsi/ kabupaten/ kota sesuai 
ketentuan. Setelah SPD terbit, tim manajemen provinsi/ kabupaten/ kota 
mengajukan surat permohonan pembayaran langsung (SPP-LS) dana sekolah 
gratis sesuai kebutuhan. Dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/ kota melakukan 
verifikasi SPP-LS kemudian menerbitkan surat perintah membayar langsung 
(SPM-LS). Surat itu ditujukan kepada biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ 
kabupaten/kota. Biro/ bagian keuangan Setda provinsi/ kabupaten/ kota 
melakukan verifikasi SPM-LS. Kemudian menerbitkan SP2D yang dibebankan 
kepada rekening kas daerah. Selanjutnya, dana sekolah gratis yang telah dicairkan 
dari biro/ bagian keuangan setda provinsi/ kabupaten/ kota disalurkan ke sekolah/ 
madrasah/ ponpes yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Dinas 
Pendidikan Provinsi/ kabupaten/ kota dan lembaga penyalur. Setidaknya ada tiga 
tim yang mengawasi pelaksanaan sekolah gratis ini yaitu tim manajemen provinsi, 
tim manajemen kabupaten/kota dan tim manajemen sekolah/ madrasah/ ponpes. 
13. Bagaimana pertanggungjawabannya? 
Jawaban : 
 
Penggunaan dana BOS untuk pendidikan gratis menjadi tanggungjawab lembaga 
yang kegiatannya mencakup pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang serta 
pelaporan keuangannya. Ada beberapa hal yang harus tercantum didalamnya, 
diantaranya adalah rencana anggaran dan belanja sekolah. Harus terdapat rincian 
jenis kegiatan, laporan penerimaan dan pengeluaran dana, buku kas, kemudian 
disertai dengan bukti yang sah. Semua pembukuannya harus disesuaikan dengan 
aturan dari pemerintah. Dana BOS berasal dari APBN, oleh karena itu ketentuan 
pelaksanaan keuangan meliputi penyaluran, pencairan, pengelolaan dan 
pertanggungjawabannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi 
penyusunan laporan pertanggungjawabannya harus disusun secara lengkap dan 
tertata rapi. 
14. Kendala-kendala apasaja yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan 
kebijakan pendidikan gratis tersebut? 
Jawaban: 
Yang pertama adalah kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban 
yang disebabkan karena persepsi yang kurang sesuai dengan aturan yang ada, 
sehingga kadang dalam penyusunan laporan pertanggungjawabannya terdapat 
kekeliruan. Kondisi ini ditambah dengan semakin singkatnya waktu penyusunan 
pertanggungjawabannya. Kemudian terlambatnya pencarairan dana, penurunan 
pelayanan pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan 
masyarakat dengan adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. 
Tanggapan peneliti: 
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan 
pendidikan gratis tersebut adalah kerumitan dalam penyusunan laporan 
pertanggungjawaban, terlambatnya pencarairan dana, penurunan pelayanan 
pendidikan khususnya kegiatan ekstrakurikuler, dan anggapan masyarakat dengan 
adanya kebijakan pendidikan gratis adalah gratis sepenuhnya. Kegiatan di luar 
jam akademik itu sangat banyak macamnya, misalnya kegiatan pramuka, voli, 
basket, komputer, band dal lain-lain yang kesemuanya itu membutuhkan sarana 
dan prasarana agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Padahal dana BOS 
yang diberikan itu masih kurang apabila untuk mencukupi semua yang 
dibutuhkan dalam kegiatn ekstrakurikuler. Jadi dengan kata lain, pelayanan 
ekstrakurikuler itu bisa berjalan dengan lancar apabila semua sarana prasaranya 
tercukupi. Untuk mecukupinya sekolahan harus mencari dana yaitu dengan 
mengajukan proposal kepada pemerintah, tapi kenyataannya menunggu lumayan 
lama untuk turunnya dana itu dan kegiatan ekstrakurikuler berjalan seadanya 
terlebih dahulu.  
15. Upaya apasaja yang dilakukan pihak sekolah dalam mengatasi kendala-kendala  
tersebut? 
Jawaban: 
Upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah terutama bagi pengelola dana BOS dan 
APBD adalah dengan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pengawas 
untuk mendapatkan kejelasan sehingga penyusunan laporan 
pertanggungjawabannya tidak terjadi kesalahan serta mengadakan diskusi dengan 
pengelola dana BOS dan APBD dari sekolah lain. Apabila ada kesalahan akan 
mudah terdeteksi lebih awal sehingga penyusunan laporan 
pertanggungjawabannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pencairan 
dana yang tidak tepat biasanya terjadi pada awal periode, yaitu yang seharusnya 
bulan januari itu sudah keluar tapi bulam maret baru terealisasi. Oleh sebab itu, 
maka pihak sekolah harus mencari dana talangan terlebih dahulu degan cara 
mencari pinjaman, misalnya meminjam dana yang dari APBD karena keluarnya 
kadang tidak bersamaan, tetapi setelah dana BOS di naikkan dana yang dari 
APBD malah diturunkan, jadi ya masih kurang dan harus mencari dana talangan 
yang lain untuk membiayai operasional sekolah. Anggaran BOS yang diberikan 
hanya mencukupi biaya operasional akademis, tetapi tidak mencukupi kebutuhan 
di luar kegiatan akademis. Untuk mecukupinya sekolahan harus mencari dana 
yaitu dengan mengajukan proposal kepada pemerintah walaupun turunnya dana 
itu tidak tahu kapan terealisasinya. Pihak sekolah memberikan penjelasan tentang 
pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis kepada masyarakat atau orang tua murid 
sesuai dengan aturan-aturan dalam buku pedoman sehingga mereka paham dan 
mengerti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 5 
Hari, tanggal  : Kamis, 21 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 09.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Ruang guru 
Sumber Data  : W 
Jabatan  : Guru 
 
1. Bagaimana proses pembelajaran secara umum di SMP Negeri I Polokarto dan metode 
apa yang anda gunakan dalam mengajar? 
Jawaban : 
Secara umum, proses pembelajaran disini sudah berjalan secara optimal, guru 
menyampaikan materi dan anak atau siswa memperhatikan secara saksama dan 
bertanya kalau penjelasan guru kurang jelas.  
Dulu sering menggunakan metode ceramah, tetapi sekarang sudah mulai menerapkan 
metode CTL karena kelebihannya sangat banyak, salah satunya adalah mampu 
mengaplikasikan tindakan dalam pembelajaran. Kemudian kooeratif karena saya juga 
sering mengadakan praktek secara langsung. Jika menggunakan metode ceramah 
seperti yang biasa dilakukan, siswa cenderung bosan kemudian mereka ramai sendiri. 
Jadi saya harus pandai-pandai merubah metode belajar saya supaya siswa itu tidak 
merasa jenuh. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran di SMP N I Polokarto sudah berjalan secara optimal. Metode 
belajar yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi sudah ada inovasi, 
berubah-ubah sesuai dengan materi untuk menghindari kejenuhan siswa. 
2. Kesulitan apa yang anda hadapi dalam menyampaikan materi? 
Jawaban : 
Yang pertama sudah dibicarakan tadi tentang CTL, kelebihan CTL itu sekaligus 
menjadi kekurangannya, karena semua bisa langsung menerapkannya. Kemudian, 
kesiapan anak dalam menerima pelajaran itu masih kurang sedangkan motivasi dari 
para pendidik itu juga masih kurang. Jadi kami selaku pendidik atau guru ya harus 
pintar-pintar menumbuhkan dan memobilisasi anak dengan cara misalnya masuknya 
guru BP ke kelas-kelas, diadakan semacam “olah roso” yaitu diberikan rangsangan 
seperti pembelajaran yang disajikan dalam bentuk power point, jadi sswa akan lebih 
tertarik dalam menerima pelajaran. Kemudian adanya program wali kelas, 
mengontrol dan memotivasi anak. Setelah saya amati, siswa lebih senang apabila 
pembelajaran dilakukan secara praktek langsung, adi mau tidak mau butuh alat-alat 
yang digunakan untuk menunjang pembelajaran tersebut agar menumbuhkan motivasi 
belajar siswa. 
Tanggapan peneliti : 
Kesulitan yang dihadapi oleh guru adalah kesiapan anak dalam menerima pelajaran 
masih kurang, sedangkan motivasi dari para pendidik itu juga masih kurang dan. Jadi 
guru harus pintar-pintar menumbuhkan motivasi dan memobilisasi anak agar dalam 
KBM itu bias berjalan dengan lacar. 
3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai dilaksanakannya kebijakan pendidikan gratis 
ini? 
Jawaban : 
Menurut saya, sebenarnya sekolah gratis itu menguntungkan bagi orang tua dan bagi 
siswa selama sarana dan prasarana untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar 
itu terpenuhi. Dengan adanya dana BOS dari pusat itu sudah mampu mencukupi 
kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, apalagi pada tahun ini dananya 
meningkat dengan adanya sekolah gratis yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. 
Tetapi untuk membiayai keperluan lain masih ada dana yang kurang, oleh karena itu 
sekolah biasanya mengajukan proposal kepada pemerintah daerah. 
Tanggapan peneliti : 
Dengan adanya sekolah gratis sangat menguntungkan bagi keluarga siswakarena 
tidak dipersulitkan dengan biaya sekolahnya  sarana dan prasarana untuk menunjang 
proses kegiatan belajar mengajar itu terpenuhi. Jadi, apabila dan prasarananya tidak 
terpenuhi maka menjadi kelemahan bagi sekolah, siswa dan masyarakat karena proses 
kegiatan belajar mengajar itu tidak mungkin bisa berjalan dengan lancar. 
4. Adakah perubahan yang bapak rasakan setelah dilaksanakannya pendidikan gratis? 
Jawaban : 
Perubahan yang dirasakan itu lebih cenderung pada anak dan orang tua, mereka 
sangat senang karena seklarang tidak harus memikirkan biaya-biaya yang biasanya 
harus dikeluarkan setiap bulannya, hanya tinggal mengeluarkan dana untuk keperluan 
dalam pembelajarannya saja. Bagi sekolah tidak ada perubahan apabila sarana 
prasarananya sudah mencukupi karena tidak harus mencari dana dari pemda, jika 
sudah mencukupi guru juga senang karena dalam menyampaikan materi jadi lebih 
mudah, akan tetapi kalau belum terpenuhi ya diterima apa adanyalah.  
Tanggapan peneliti : 
Yang paling merasakan perubahan setelah adanya sekolah gratis adalah siswa dan 
orang tuanya. Guru juga merasa senang asalkan sarana dan prasaranya terpenuhi, 
begitupula pihak sekolah. Akan tetapi, apabila  sarana dan prasaranya belum 
mencukupi, itu merupakan tanggung jawab sekolah untuk mencari dana agar semua 
tercukupi. 
5. Apasaja dampak yang timbul setelah dilaksanakannya pendidikan gratis? 
Jawaban : 
Dampaknya bagi anak adalah anak itu merasa terninabobokkan, motivasi sangat 
berpengaruh menjadi berkurang karena dia mengentengkan masalah biaya 
pendidikan, apabila dia tidak naik kelas dia tidak perlu membayar biaya operasional. 
Bagi guru yang penting sarana prasarananya tercukupi, apabila tidak tersedia maka 
guru akan kesusahan dalam menyampaikan materi yang dituntut dalam kurikulum, 
kalau masalah insentif mungkin tedak begitu masalah menurut saya. Dampak yang 
timbul setelah dilaksanakannya pendidikan gratis bagi anak adalah mereka merasa 
terninabobokkan, motivasi sangat berpengaruh menjadi berkurang.  
 
FIELD NOTE 6 
Hari, tanggal  : Senin, 25 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 14.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Di Polokarto 
Sumber Data  : S 
Jabatan  : Komite Sekolah 
3. Bapak selaku ketua komite sekolah di SMP N I Polokarto, bagaimana tanggapan anda  
mengenai pendidikan gratis yang dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo ini? 
Jawaban : 
Tanggapan saya sangat baik mbak, dengan adanya pendidikan gratis maka dapat 
meringankan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya, mereka tidak usah 
membayar uang pembangunan dan SPP. Mereka tinggal membelikan keperluan-
keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan belajarnya. 
Tanggapan peneliti: 
Dengan adanya pendidikan gratis maka dapat meringankan orang tua dalam 
membiayai pendidikan anaknya, mereka tidak usah membayar uang pembangunan 
dan SPP. 
4. Bagaimana dampak dan manfaat bagi pendidikan di Kabupaten Sukoharjo? 
Jawaban: 
Pendidikan gratis ini sangat bermanfaat sekali terutama untk orang tua dan siswa. 
Dampaknya bagi anak adalah anak itu merasa terninabobokkan, motivasi sangat 
berpengaruh menjadi berkurang karena dia mengentengkan masalah biaya 
pendidikan, apabila dia tidak naik kelas dia tidak perlu membayar biaya operasional. 
Orang tua mungkin akan kaget apabila suatu saat pendidikan gratis itu ditiadakan 
karena mereka sudah terbiasa tidak terlalu ngoyo dalam membiayai pendidikan 
anaknya. Bagi sekolah mungkin terjadi kemunduran dalam hal fasilitas, karena sudah 
tidak adanya iuran dari komite atau uang pembangunan untuk membangun prasarana 
yang mungkiin sudah banyak yang rusak. 
Tanggapan peneliti: 
Manfaat dari kebijakan pendidikan gratis ini yang paling merasakan adalah 
masyarakat dalam hal ini orang tua dan siswa. Dengan adanya pendidikan gratis maka 
dapat meringankan orang tua dalam membiayai pendidikan anaknya, mereka tidak 
usah membayar uang pembangunan dan SPP. Dampaknya bagi anak adalah anak itu 
merasa terninabobokkan, motivasi sangat berpengaruh menjadi berkurang karena dia 
mengentengkan masalah biaya pendidikan, apabila dia tidak naik kelas dia tidak perlu 
membayar biaya operasional. Orang tua mungkin akan kaget apabila suatu saat 
pendidikan gratis itu ditiadakan karena mereka sudah terbiasa tidak terlalu ngoyo 
dalam membiayai pendidikan anaknya. Bagi sekolah mungkin terjadi kemunduran 
dalam hal fasilitas, karena sudah tidak adanya iuran dari komite atau uang 
pembangunan untuk membangun prasarana yang mungkiin sudah banyak yang rusak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
FIELD NOTE 7 
Hari, tanggal  : Senin, 25 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 19.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : Godog RT.01/05 
Sumber Data  : G 
Jabatan  : Wali murid 
5. Tahukah bapak tentang pendidikan gratis dan bagaimana tanggapan anda? 
Jawaban : 
Tahu mbak, saya sangat senang sekali waktu baru mendengar adanya sekolah gratis 
tersebut, pertama saya tidak percaya tetapi ternyata terbukti juga. Uang SPP dan 
pembangunan gratis semua. 
Tanggapan Peneliti : 
Pada awalnya wali murid itu tidak percaya kalau pendidikan gratis itu benar-benar 
ada, tapi ternyata dilaksanakan juga.  
6. Menurut bapak, bagaimana pengaruh dan manfaat dengan adanya pendidikan gratis 
tersebut? 
Jawaban : 
Menurut saya, pengaruhnya sangat baik, karena saya selaku wali murid sangat 
terbantu sekali dengan pendidikan gratis. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis, 
orang tua siswa sangat senang karena sangat terbantu dan meringankan beban orang 
tua dalam pembiayan pendidikan.  
Tanggapan Peneliti : 
Pengaruh kebijakan pendidikan gratis sangat baik, karena wali murid sangat terbantu 
sekali dengan pendidikan gratis. Dengan adanya kebijakan pendidikan gratis, orang 
tua siswa sangat senang karena sangat terbantu dan meringankan beban orang tua 
dalam pembiayan pendidikan. 
7. Apakah ada perubahan yang bapak rasakan dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis ? 
Jawaban : 
Ada mbak, saya merasa senang sekali, saya merasa sangat dibantu karena biaya 
pendidikan anak saya menjadi lebih ringan, SPP dan uang pembangunan atau iuran 
komite sekolah sudah tidak ada. Jadi sekarang saya tinggal mengeluarkan biaya untuk 
perlengkapan dalam belajar seperti alat tulis, seragam sekolah, sepat, dan lain-lain. 
Tanggapan Peneliti : 
Perubahan yang dirasakan wali murid dengan adanya kebijakan pendidikan gratis 
adalah mereka sangat terbantu karena biaya pendidikan anaknya menjadi lebih 
ringan, SPP dan uang pembangunan atau iuran komite sekolah sudah tidak ada. Jadi 
sekarang mereka tinggal mengeluarkan biaya untuk perlengkapan dalam belajar 
seperti alat tulis, seragam sekolah, sepat, dan lain-lain. 
8. Dengan gratisnya biaya operasional sekolah, apakah bapak masih mengalami 
kesulitan dalam hal keuangan ? 
Jawaban : 
Tidak mbak, kalau hanya untuk membayar seragam, alat tulis dan sebangsanya, kami 
masih bisa mengusahakannya 
Tanggapan Peneliti : 
Dengan adanya pendidikan gratis, wali murid sudah tidak mengalami kesulitan dalam 
membiayai pendidikan anaknya. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
FIELD NOTE 8 
Hari, tanggal  : Jumat, 22 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 11.00 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : SMP N I Polokarto 
Sumber Data  : D 
Jabatan  : Siswa 
 
5. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi dan kesulitan apa yang adik 
hadapi dalam menerima pelajaran? 
Jawaban :  
Ya biasa saja mbak, guru menerangkan materi dengan cara memberikan  ceramah. 
Tapi kadang-kadang juga diadakan diskusi kelompok, jadi kita merasa lebih senang 
karena kita bisa mengutarakan semua yang kita pikirkan, sulitnya kelas itu 
cenderung menjadi ramai. Kesulitan lainnya adalah guru dalam memberikan materi 
itu terlalu cepat. 
Komentar peneliti : 
Guru sudah mulai memberikan inovasi metode pembelajaran dalam menyampaikan 
materi dan kesulitan belajar yang dialami siswa biasanya karena adanya siswa yang 
ramai dan penyampaian materi yang terlalu cepat.. 
6. Menurut adik, apakah proses pembelajaran yang dilakukan SMP Negeri I Polokarto 
ini sudah berjalan dengan lancar? 
Jawaban : 
Menurut saya sudah lumayan baik mbak, apalagi sekarang dengan adanya dana 
BOS, sarana prasarananya sudah lumayan lengkap daripada dulu waktu saya masih 
kelas 1. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran di SMP N 1 Polokarto sudah berjalan lumayan baik dan sudah 
tersedia sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. 
7. Adik tahu tentang kebijakan tentang pendidikan gratis? Bagaimana tanggapan adik ? 
Jawaban : 
Tahu mbak, tanggapan saya semenjak mendengar kabar tentang pendidikan gratis 
yang diadakan di Kabupaten Sukoharjo ini sangat-sangat senang, apalagi orang tua 
saya mbak, karena kesulitan dalam membiayai sekolah yang relatif sangat tinggi, 
jadi sekarang saya dan keluarga tidak perlu memikirkan masalah biaya pendidikan 
sekolah seperti SPP, pembangunan dan biaya-biaya lainnya. Dan saya bisa lebih 
berkonsentrasi dalam belajar, tidak seperti dulu, sering dipanggil ke BP karena 
belum membayar SPP dan pembangunan. Jadi sekarang tinggal membeli 
perlengkapan lain yang dibutuhkan dalam belajar, misalnya: seragam sekolah, buku 
tulis, bolpoint, dan lain-lain. 
Tanggapan peneliti : 
Kebijakan pendidikan gratis yang dilaksanakan di kabupaten Sukoharjo ini sangat 
membantu sekali dalam meringankan beban siswa dalam membiayai biaya 
operasional sekolah seperti SPP dan pembangunan atau iuran komite. Hal ini juga 
berpengaruh terhada konsentrasi belajar siswa karena tidak terganggu dengan biaya 
operasional tersebut dan orang tua cukup menyediakan dana untuk keperluan 
belajarnya seperti seragam sekolah dan perlengkapan belajarnya. 
8. Apakah ada perubahan yang adik rasakan dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis ? 
Jawaban : 
Ada mbak, saya dan orang tua saya merasa sangat terbantu dengan adanya sekolah 
gratis itu, karena sekarang tidak lagi memikirkan biaya operasional sekolah karena 
sudah gratis. 
Tanggapan peneliti : 
Jadi siswa dan orang tuanya sangat terbantu sekali dengan adanya kebijakan 
pendidikan gratis. 
 
FIELD NOTE 9 
Hari, tanggal  : Jumat, 22 Mei 2009 
Waktu   : Pukul 09.30 WIB 
Kegiatan  : Wawancara 
Lokasi   : SMP N I Polokarto 
Sumber Data  : L 
Jabatan  : Siswa 
 
1. Bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi dan kesulitan apa yang adik 
hadapi dalam menerima pelajaran? 
Jawaban :  
Ya macam-macam mbak, ada yang praktek, paling banyak ceramah, tapi kalau IPA 
itu biasanya lebih banyak praktek di laboratorium, sulitnya kalau gurunya kurang 
jelasdalam menerangkan. 
Komentar peneliti : 
Metode yang sering digunakan guru adalah metode ceramah, disamping itu praktek 
langsung di laboratorium juga igunakan untuk pelajaran IPA. Kesulitan yang 
dihadapi kalau gurunya kurang jelasdalam menerangkan. 
2. Menurut adik, apakah proses pembelajaran yang dilakukan SMP Negeri I Polokarto 
ini sudah berjalan dengan lancar? 
Jawaban : 
Sudah lumayan baik mbak, sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang 
proses pembelajaran yang secara langsung sudah lumayan lengkap. 
Tanggapan peneliti : 
Proses pembelajaran di SMP N 1 Polokarto sudah berjalan lumayan baik dan sudah 
tersedia sarana dan prasarana yang lumayan lengkap. 
3. Adik tahu tentang kebijakan pendidikan gratis? Bagaimana tanggapan adik ? 
Jawaban : 
Tahu mbak, saya senang sekali setelah mendengar kabar tentang pendidikan gratis, 
apalahi orang tua saya. Jadi kita merasa bisa lebih tenang karena tidak perlu 
memikirkan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya karena sdah gratis  
Tanggapan peneliti : 
Kebijakan pendidikan gratis sangat membantu sekali dalam meringankan beban 
siswa dalam membiayai biaya operasional sekolah yang biasanya dibayarkan setiap 
bulannya. 
4. Apakah ada perubahan yang adik rasakan dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis ? 
Jawaban : 
Ada mbak, saya dan orang tua saya merasa sangat terbantu dengan adanya sekolah 
gratis, karena tidak perlu memikirkan biaya sekolah tiap bulan. 
Tanggapan peneliti : 
Jadi siswa dan orang tua sangat terbantu sekali dengan adanya kebijakan pendidikan 
gratis. 
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Foto 1. Bagian depan SMP Negeri I Polokarto 
 
 
Foto 2. Bagian depan SMP Negeri I Polokarto dilihat dari jalan raya 
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Foto 3. Peneliti melakukan wawancara dengan Bendahara Pengelola Dana BOS 
 
Foto 4. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu siswa di SMP N I 
Polokarto 
 
 
 
Foto 5. Slogan sekolah gratis yang ditayangkan pemerintah melalui media televisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUKTUR ORGANISASI 
SMP NEGERI 1 POLOKARTO 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 
 
 
Kepala sekolah   :  Drs. Muh Akrom 
Wakasek  :  Drs. Muh Badrun 
 
I. Staf Pimpinan 
 
A. Urusan Kurikulum  :  Agus Wiyono,S.Pd 
     Dan Pengajaran     Rukidi,S.Pd 
      
B. Urusan kesiswaan   :  Saptaji Mandala ,S.Pd 
 
C. Urusan Sarpras   :  Joko Setiyono,S.Pd 
 
D. Urusan Humas   :  Eny Puji Astuti,S.Pd 
 
II. Bidang Kurikulum dan Pengajaran 
 
A. Bimbingan dan Konseling 
     Koordinator   :  Wahyu Budi Nurani,S.Pd 
     Anggota   :  Drs.Muh Akrom 
     Triyasih,S.Pd 
     Joko Setiyono,S.Pd 
B. Wali kelas 
    VIIA   :  Sri Lestari,S.Pd 
    VIIB   :  Sri Indratni,B.A 
    VIIC   :  Puji Wiyarsi 
    VIID   :  Harsinem 
    VIIE   :  Sugeng Yuli I,S.Pd 
    VIIF     Eny Kurniawati,S.Pd 
    VIIG   :  Sukadi,S.Pd 
    VIIH   :  Nanik TW,S.T 
 
    VIIIA   :  Sri Dwi Wulandarsih,S.Pd            
VIIIB   :  Endang CN,S.Pd 
    VIIIC   :  Sri Subekti,S.Pd 
    VIIID   :  Dra.Titik Istiningsih 
    VIIIE   :  Suriyem,S.Pd 
    VIIIF   :  Supatno,S.Pd 
   VIIIG   :  Sri Rediyani,S.Pd 
 
    IXA   :  Saridi,S.Pd 
    IXB   :  Tri Ningsih K,S.Pd,M.Hum 
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    IXC   :  Suwandi,S.Pd 
    IXD   :  Supodo 
    IXE   :  Drs.Marwanto 
    IXF   :  Sutardi 
C. Koordinator MGMPS 
    1. PKn   :  Astuti,S.Pd 
    2. Pend.agama   :  Drs.Muh Badrun 
    3. Bahasa Indonesia   :  Drs. Muladi 
    4. Bahasa Inggris   :  Tri Ningsih K,S.Pd.M.Hum 
    5. Matematika   :  Sri Winarti,S.Pd 
    6. IPA   :  Agus Wiyono,S.Pd 
    7. IPS   :  Rukidi,S.Pd 
    8. Seni Budaya   :  Sutardi 
    9. PenjasOrkes   :  Saptaji Mandala,S.Pd 
    10.TIK   :  Nanik TW,S.T 
    11. Bahasa Jawa   :  Sodiqul Amin,S.Pd 
    12. Ketrampilan   :  Joko Setiyono,S.Pd 
D. Laboratorium IPA 
    Koordinator   :  Sugeng Yuli I,S.Pd 
    Anggota   :   Wiji Sapardi 
     Sri Restati 
E. Laboratorium Komputer 
    Koordinator   :  Arif Nugroho,S.Kom 
    Anggota   :  Rukidi,S.Pd 
     Nanik TW,S.T 
F. Ruang Ketrampilan  
    Koordinator   :  Endang C.N,S.Pd 
    Anggota   :  Mulyadi  
G.Perpustakaan 
    Koordinator   :  Slameto,S.Pd 
    Anggota   :  Sri Witarsi 
     Suginem    
III. Bidang Kesiswaan 
A.  Pembina Osis   
    Koordinator   :  Saptaji Mandala,S.Pd 
    Anggota   :  Sri Subekti,S.Pd 
     Sri Winarti,S.Pd 
     Drs.Marwanto 
B.  Pembina Pramuka 
    Koordinator   :   Suwandi,S.Pd 
    Anggota   :  Suratman 
     Amat Sabar 
     Suriyem,S.Pd 
     Heri Kiswanto 
C.  Pembina PKS   
    Koordinator   :  Djoko Margono,S.Pd 
    Anggota   :  Sukadi,S.Pd 
     Alip Supartono,S.Pd 
D.  Pembina STP2K  
    Koordinator   :  Saridi,S.Pd 
    Anggota   :  Triyasih,S.Pd 
     Eny Kurniawati,S.Pd 
E.  Pembina UKS  
    Koordinator   :   Tri Ningsih K,S.Pd.M.Hum 
     Astuti,S.Pd 
     Sri Witarsi 
     Hanani UH 
     Wahyu Budi Nurani,S.Pd 
     Sri Indratni,B.A 
F.  Pembina PMR   :  Ery Setiyana,S.Pd 
     Sri Rediyani,S.Pd 
     Puji Wiyarsi 
     Sapta Aji Mandala. 
G.  Koperasi Siswa   
    Koordinator Perbukuan  :  Supodo. 
    Anggota   :  Sri Lestari,S.Pd ( Kelas VII )  
     Amat Sabar ( Kelas VIII ) 
     Sri Suwarsih,B.A ( Kelas IX ) 
    Konsumsi Siswa   :  Sri Suwarsih,B.A 
H. Pembina Kesenian 
    Koordinator   :  Sutardi 
    Anggota   :  Joko setiyono,S.Pd 
     Sri Dwi wulandarsih,S.Pd 
     Suriyem,S.Pd 
     Arif Nugroho,S.Kom 
I.  Pembina OR   
    Koordinator   :  Alip Supartono,S.Pd 
    Anggota   :  Saptaji Mandala,S.Pd 
     Ery Setiyana,S.Pd 
J.  Pembina Conversation  :  Tri Ningsih K,S.Pd.M.Hum 
     Harsinem    
K. Pembina  KIR   :  Agus Wiyono,S.Pd 
     Eny Puji Astutii,S.Pd 
     Sugeng Yuli I,S.Pd 
L. BTA   :  Drs. Muh Badrun 
     Drs.Ahmadi    
M. Pembina Sastra      :  Sodiqul Amin,S.Pd 
     Dra.Titik Istiningsih 
     Slameto,S.Pd 
N. Pembina Budi Daya T.Hias :  Sri Lestari,S.Pd 
     Sri Winarti,S.Pd 
O.  Kebersihan 
    Kelas VII   :  Sri Rediyani,S.Pd 
     Sri Indratni,B.A 
    Kelas VIII   :  Astuti,S.Pd 
     Dra.Titik Istiningsih 
    Kelas IX   :  Wiji Sapardi 
     Suriyem,S.Pd 
IV.  Bidang Keluarga   :  Sodiqul Amin,S.Pd 
     Supatno,S.Pd 
V.. Petugas PAK   :  Djoko Margono,S.Pd 
VI.  Administrasi 
    i.   KTU   :  Th.Trisdiyanti 
    ii.  Pemegang Kas/ 
         Bendahara APBD  :  Sumar,S.Pd 
    iii. Bendahara BOS   :  Drs.Muladi 
    iv.  Bendahara Barang  :  Arif Nugroho BH,S.Kom 
    v. Bendahara Tabungan  :  Sri Winarti,S.Pd 
       :  Hanani Urip Handayaningsih 
     Sri Ristati 
     Sri Kamilah,A.Md 
    vi.Kepegawaian   :  Th.Trisdiyanti 
         Sumardi 
    vii. Operator Komputer  :  Heri Kiswanto 
     Sri Kamilah,A.Md 
viii.Surat Menyurat/ 
          Agendaris   :  Hanani Urip Handayani 
       Sri Kamilah,A.Md 
    ix.  Kesiswaan   :  Suginem 
     Sri Ristati 
     Sri Kamilah,A.Md 
    x. Kebersihan   :  Mulyadi 
     Sugimin  
     Sriyanto 
    xi.Pengantar Surat   :  Mulyadi 
    xii.Penjaga Malam   :  Sriyanto 
     Sugimin 
     Mulyadi 
 
                                                                 Polokarto, 3 Januari 2009 
                         
                                                                       Kepala SMP Negeri 1Polokarto 
 
 
 
                                                                                 Drs. MUH AKROM 
                                                                                 NIP.131620215    
 
